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FAKULTAS SYARI‟AH  




Setelah wafatnya Nabi muhammad SAW sistem politik dalam Islam 
dipegang oleh para sahabat Nabi. Dikalangan umat Islam sendiri terdapat 
perbedaaan pendapat tentang siapakah yang akan menggantikan 
kedudukan beliau sebagai pemimpin umat. Hal ini terjadi karena al-Qur‟an 
maupun Sunnah Nabi  sendiri tidak ada yang secara tegas menjelaskan 
bagaimana system suksesi dan bentuk pemerintahan yang harus 
dilaksanakan umat Islam setelah beliau, sehingga menimbulkan berbagai 
perbedaan penafsiran dan pendapat yang pada akhirnya melahirkan 
berbagai aliran politik Islam seperti, Syi‟ah dan Mu‟tazilah. 
Permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana pemikiran aliran 
Syiah dan Mu‟tazilah mengenai konsep Imamah. Bagaimana persamaan 
dan perbedaan pemikiran aliran politik Islam antara Syi‟ah dan Mu‟tazilah 
tentang konsep Imamah. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah 
untuk mencari letak persamaan dan perbedaan kedua aliran untuk 
ditentukan mana yang lebih bersifat demokratis. Dalam memperoleh data, 
metode yang digunakan yaitu: jenis penelitian, (Library Research) atau 
penelitian kepustakaan. Sifat penelitian Deskriptif Analitis merupakan 
penelitian yang memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara 
detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai dengan 
pokok permasalahan.Sumber data yaitu bahan hukum primer bahan hukum 
skunder. Metode pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dari 
berbagai sumber buku yang ada seperti literatur pemikiran ilmu politik 
Islam, dan fiqh siyasah serta tulisan-tulisan yang lain termasuk media 
internet. Metode pengolahan data yaitu: editing, koding dan sistematisasi. 
Analisis masalah menggunakan teknik komparatif. 
Hasil penelitian yang didapat bahwa  terdapat Persamaan pemikiran 
antara aliran Syi‟ah dan Mu‟tazilah tentang konsep Imamah. Yakni kedua 
aliran sama-sama tidak membahas masa jabatan seorang pemimpin, 
terdapat pula kesamaan disebagian syarat-syarat pemimpin. Terkhusus 
Syi‟ah Zaidiyah mau menerima siapapun untuk menjadi pemimpin asalkan 
itu berdasarkan pilihan umat sama halnya dengan Mu‟tazilah. Adapun 
perbedaannya  aliran politik Syi‟ah menganggap bahwa pemilihan 
pemimpin harus berdasarkan dalil-dalil nash sedangkan aliran Mu‟tazilah 
harus berdasarkan pertimbangan akal jadi akallah yang berhak menentukan 
siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin. Kesimpulan dalam skripsi ini 
yaitu aliran Syiah lebih condong kearah Teokrasi hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan diberlakukannya dalil-dalil nash dalam menerapkan 
konsep Imamah. Sedangkan Mu‟tazilah lebih mengarah kepada  sistem 
pemerintahan yang demokratis, hal ini dapat dibuktikan bahwa Mu‟tazilah 
mau menerima kepemimpinan asalkan hal tersebut berdasarkan pilihan 
umat. 
  
   
   
 MOTTO 
                              
                      
        ( : ةرقبلا03 ) 
Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 
Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 
muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji 
Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku 
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 Dapertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan dan Terjemahan, (Bandung; penerbit di 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Kerangka awal guna mempermudahkan dalam memahami skripsi ini 
dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan skripsi, maka 
penulis akan menguraikan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini : 
“Pemikiran Aliran Politik Islam antara Syi’ah dan Mu’tazilah 
Tentang Konsep Imamah (Studi Komparatif)”. Adapun beberapa 
istilah yang terdapat didalam judul yang perlu diuraikan diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Pemikiran 
Pemikiran berasal dari kata “pikir” yang mendapat sisipan dan 
akhiran-an. Kata kerja “berpikir” bersentral dari kegiatan akal. Jadi 




2. Aliran Politik Islam 
Aliran politik Islam (as-siyasah al-islamiyah) sekelompok 
orangyang mengaturan urusan umat dengan aturan-aturan Islam, baik 
didalam maupun luar negeri (ri'ayah syu'un al-ummah dakhiliy an wa 
kharijiy an bi al-ahkam al-islamiyyah). Aktipitas politik dilaksanakan 
oleh rakyat (umat) dan Pemerintah (Negara). Pemerintah/Negara 
merupakan lembaga yang mengatur urusan rakyat secara praktis 
                                                             
2
 Yusuf Ardiansah, Sejarah Peradaban Islam (Banten: Ponpes La Tansa, 2011), h. 19. 
 ('amali). Lalu umat mengontrol sekaligus mengoreksi (Muhasabah)  
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Definisi ini sesuai dengan 
realitas empiris yang wujudnya ada di tengah-tengah kehidupan 
masyarakat dan berlaku umum karena diambil berdasarkan fakta 




Istilah Syi'ah berasal dari Bahasa Arab (حعيش) Syi‟ah. Lafadz ini 
merupakan bentuk tunggal, sedangkan bentuk pluralnya adalah 
Syiya'an. Pengikut Syi'ah disebut Syi‟i (يعيش). "Syi'ah" adalah bentuk 
pendek dari kalimat bersejarah "Syi`ah Ali" (يلع حعيش) yang berarti 
"pengikut Ali", yang berkenaan dengan turunnya Q.S. Al-Bayyinah 
ayat "khair al-bariyyah", saat turunnya ayat itu Nabi Muhammad 
bersabda, "Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang 
beruntung ya Ali anta wa syi'atuka hum al-faizun”.4Kata Syi'ah 
menurut etimologi bahasa Arab bermakna: Pembela dan pengikut 
seseorang. Selain itu juga bermakna: Kaum yang berkumpul atas suatu 
perkara.
5
Adapun menurut terminologi Islam, kata ini bermakna: 
Mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib adalah yang 
paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang 
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http://www.annasindonesia.com/read/1355-pemikiran-politik-islam-8, Desember, 2018 
4
Christopher M. Blanchard, "Islam: Sunni and Syi'ah, Conggressional Research Service, 
2010, 8,Desember , 2018. 
5
Tahdzibul Lughah, 3/61, karya Azhari dan Tajul Arus, 5/405, karya Az-Zabidi. Dinukil 
dari kitab Firaq Mu'ashirah, 1/31, karya Dr. Ghalib bin 'Ali Al-Awaji 





Secara etimologi (bahasa) Mu‟tazilah itu berasal bahasa Arab dari 
kata „azala-i‟tazala yang berasal dari isim fa‟ilyang berarti 
memisahkan-menyingkir atau memisahkan diri.
7
 Secara terminologi 
(istilah) Mu‟tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-
persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dari 
persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji‟ah. Dalam 
pembahasannya banyak memakai pikiran yang akal sebagai panglima, 
maka Mu‟tazliah sendiri mendapat nama “kaum rasional Islam”. 
Sebagian „ulama mendenifisikan Mu‟tazilah adalah sebagai kelompok 




Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 
mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu 
mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga 
objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek 
dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental 
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 Ibnu Hazm, Al-Fishal Fil Milali Wal Ahwa Wan Nihal, (Beirut: Dar Al Fikr,  381/991 
M), h. 113. 
7
 Sahilun A. Nasir, Pengantar Ilmu Kalam, Cet.2,(Jakarta: PT.Grafindo 
Persada,1994),h.106. 
8
 Harun Nasution,Teologi Islam Aliran-Aliaran Sejarah Analisa Perbandingan,Cet.5, 
(Jakarta : PT.Universitas Indonesia, 1986), h. 38. 





Imamah dalam wacana Fiqh Siyasah, biasanya diidentikkan dengan 
khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi 
suatu negara Islam. Istilah Imamah banyak banyak digunakan oleh 
kalangan Syiah dan Mu‟tazilah, sedangkan istilah Khilafah banyak 
digunakan dikalangan masyarakat Sunni.
10
 
7. Studi Komparatif 
Studi diartikan sebagai penelitian ilmiah; kajian; telaahan. 
Sedangkan komparatif diartikan dengan segala sesuatu yang berkenaan 
atau berdasarkan perbandingan
11
. Jadi studi komparatif adalah 
penelitian ilmiah yang didasarkan atas perbandingan.
12
 
Berdasarkan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul 
“Pemikiran Aliran Politik Islam antara Syi’ah dan Mu’tazilah dalam 
Konsep Imamah”(Studi Komparatif) adalah membandingkan pemikiran 
antara kedua aliran untuk menentukan aliran mana yang lebih demokratis 
atau asy-syura. 
 




Muhammad Iqbal,  Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik IslamEdisi Pertama, 
(kharisma Putra Utama, 2014), h. 149. 
11
 Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi Ke Empat, 
(Jakarta Pustaka Utama, 2011), h. 1342. 
12
Ibid, h. 719. 
 B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Obyektif 
Alasan obyektif penelitian ini bahwa pemikiran politik Islam antara 
Syi‟ah dan Mu‟tazilah dimana kedua aliran ini mempunyai corak 
pemikiran yang berbeda salah satunya mengenai konsep Imamah 
dalam Negara Islam. 
2. Alasan Subyektif 
a. Penelitian ini sesuai dengan Jurusan yang penulis tekuni, yaitu 
Siyasah. 
b. Penelitian ini didukung oleh berbagai literatur yang memadai 
sehingga penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat 
diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. 
C. Latar Belakang Masalah 
Setelah wafatnya Nabi muhammad SAW sistem politik dalam Islam 
dipegang oleh para sahabat Nabi. Dikalangan umat Islam sendiri terdapat 
perbedaaan pendapat tentang siapakah yang akan menggantikan 
kedudukan beliau sebagai pemimpin umat. Hal ini terjadi karena Al-
Qur‟an maupun Sunnah Nabi  sendiri tidak ada yang secara tegas 
menjelaskan bagaimana system suksesi dan bentuk pemerintahan yang 
harus dilaksanakan umat Islam setelah beliau, sehingga menimbulkan 
berbagai perbedaan penafsiran dan pendapat yang pada akhirnya 
melahirkan berbagai aliran politik Islam seperti, Syi‟ah dan Mu‟tazilah. 
 Pemimpin dalam sebuah Negara yang paling baik adalah yang 
memegang teguh amanah yang diberikan  umat Islam seperti selalu 
mengutamakan kepentingan rakyat dan selalu bermusyawarah. 
Sebagaimana dijelaskan dalam Q.Sal-Imran: 159  
                      
                        
               : ىاسهلاا(951) 
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 




Berlaku adil terhadap rakyat dan selalu memberikan kebebasan 
terhadap rakyat agar rakyat merasa nyaman atas kepemimpinannya, dan 
kesetaraan derajat diantara rakyat-rakyatnya. Dalam wacana fiqh siyasah, 
kata Imamah biasanya diidentikkan dengan Khilafah. Keduanya 
menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi disuatu Negara Islam. 
Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi‟ah14. 
Penegakan institusi Imamah atau Khilafah, menurut para Fuqaha‟, 
mempunyai dua fungsi. yaitufungsi tentang guna memelihara agama Islam 
dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik 
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 kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan oleh Agama 
Islam.Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Iqbal yang mengatakan 
bahwasannya Syi'ah lahir sebagai reaksi atas mayoritas kelompok Sunni 




Abu Zuhrah menyebutkan bahwa Syi‟ah adalah mazhab aliran politik 
yang paling tua dan pertama kali muncul.
16
 Mengenai kemunculan Syi‟ah 
dalam sejarah,  terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli. Menurut 
Abu Zahrah, Syi‟ah mulai muncul kepermukaan sejarah akhir 
pemerintahan Usman bin Affan. Selanjutnya aliran ini tumbuh dan 
berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib.Watt menyatakan 
bahwa Syi‟ah muncul ketika peperangan Ali dan Mu‟awiyah, ketika 
perang siffin pasukan Ali dinyatakan terpecah menjadi dua yaitu kelompok 
yang merespon abitrase yaitu Syi‟ah dan kelompok yang menolak abitrase 
Khawarij. Sedangkan kelompok Syi‟ah sendiri berpendapat bahwa 
kemunculan mereka berkaitan dengan masalah penggantian khalifah 
setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta menolak pemerintahan Abu 




Teori lain juga menyebutkan bahwa kemunculan Syi‟ah terkait dengan 
persoalan-persoalan politik yang mengiringinya antara lain yaitu: pertama 
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 pristiwa perdebatan antara kaum Muhajirin dan Anshar di Saqifah Bani 
Saidah yang menobatkan sahabat Abu Bakar sebagai Khalifah dan 
keterlambatan sahabat Ali dalam membaiat Abu Bakar. Kedua yaitu fitnah 
yang terjadi pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan yang berakhir 
dengan terbunuhnya Khalifah ketiga itu. Ketiga yaitu perang siffin yang 
terjadi karena perang shiffin dan terjadinya tahkim.
18
 
Munawir Sjadzali mengatakan titik awal dari lahirnya Syi'ah karena 
berawal dari ketidak setujuan atas kekhalifahan Abu Bakar dan 
berpendirian bahwa yang berhak menjadi Khalifah adalah Ali. Sedangkan 
aliran Mu‟tazilah lahir karena sikap politik beberapa sahabat yang “gerah” 
terhadap kehidupan politik umat Islam pada masa pemerintahan Ali. 
Seperti  diketahui, setelah utsman terbunuh, Ali diangkat menjadi 
Khalifah. Namun pengangkatan ini mendapatkan protes dari berbagai 
sahabat lainnya. Zubeir dan Thalhah mengadakan perlawanan dimekkah. 
Sementara Aisyah mendukung perlawanan mereka dari Mekkah.
19
 
Daerah Damaskus juga mengangkat senjata melawan Ali. Melihat 
situasi yang demikian kacau, beberapa sahabat senior seperti Abdulllah bin 
Umar, Saad bin Abi Waqqas, dan Zaid bin Tsabit bersikap netral. Mereka 
tidak mau terlibat dengan pertentangan kelompok-kelompok di atas. 
Sebagai reaksi atas keadaan ini mereka sengaja menghindar (i‟tazala) dan 
memperdalam hubungan agama serta meningkatkan hubungan dengan 
Allah.  
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 Mu‟tazilah merupakan penamaan yang diberikan karena perbedaan 
pendapat antara Washil bin Atha dan Hasan al Bisri tentang pelaku dosa 
besar(al-Manzilahbain al Manzilahtain)Washil kemudian menjadikannya 
sebagai lima ajaran pokok Mu‟tazilah. Inilah yang dianggap oleh kalangan 
ahli sebagai awal lahirnya kelompok Mu‟tazilah dalam Islam.20 
Konsep Imamah antara Syi‟ah dan Mu‟tazilah dimana aliran Syi‟ah 
memandang bahwa Imamah merupakan salah satu dari Diantara akidah-
akidah mereka yaitu: Imamah, al-„Ismah, al-Ghoibah, At-Taqiyyah, Ar-
Roj‟ah, Al-Bada‟ Ahl Bait. Dalam hal ini, penulis akan membahas tentang 
konsep Imamah menurut orang Syiah, karena konsep inilah awal dari 
semua akidahnya. Imamah menurut Syiah adalah seperti kenabian, dan 
menganggap utusan Allah setelah Nabi. Dan para Imam-iman yang 
diyakini menurut Syiah ada 12 Imam: Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, 
Husein bin Ali, Abu Muhammad Ali bin Husein (Zainal Abidin), Abu 
Ja‟far Muhammad bin Ali (al-Baqir), Abu Abdullah Ja‟far bin Muhammad 
(as-Shadiq), Abu Ibrahim Musa bin Muhammad (al-Kaadim), Abu Husein 
Ali bin Musa (ar-Ridaa), Abu Ja‟far Muhammad bin Ali (al-Jawad), Abu 
Hasan Ali bin Muhammad (al-Hadi), Abu Muhammad Hasan bin Ali (al-
Asykari), Abu al-Qosim Muhammad bin Hasan (al-Mahdi).
21
 
Aliran Mu‟tazilah memandang bahwa Imamah harus sesuai dengan 
pertimbangan akal untuk membentuk sebuah pemerintahan, Abdullah al-
Jabbar menempatkan kepala Negara pada posisi yang sama dengan Rakyat 
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 atau umat Islam lainnya. Menurutnya kepala Negara bukanlah sosok yang 
luar biasa sebagaimana kelompok Syi‟ah yang mengultuskan Imam 
mereka. Kepala Negara adalah orang yang ditinggikan selangkah dan 
ditinggikan seranting untuk mengurus kepentingan umat Islam. Meskipun 
ia kepala Negara menduduki sebagai posisi pemimpin politik dan spritual 
umat Islam, ia tidak memilikin sifat-sifat ma‟sum seperti yang dikatakan 
oleh kalangan aliran Syi‟ah.22 
Kalangan mana saja boleh untuk menjadi pemimpin umat Islam, 
asalkan ia mampu untuk melaksanakannya. Menurut Mu‟tazilah kepala 
Negara ditentukan oleh umat Islam itu sendiri. Merekalah yang paling tahu 
tentang keadaan mereka dan hal-hal yang akan mereka pilih.
23
 
Pendapat Mu‟tazilah ini memiliki dua persamaan terhadap pemikiran 
Syi‟ah Zaidiyah, bahwa siapapun boleh untuk menjadi pemimpin umat 
Islam. Persamaan lainnya antara aliran  Syi‟ah dan Mu‟tazilah yaitu , tidak 
membahas tentang masa jabatan seorang kepala negara. Syi‟ah Zaidiyah 
mau menerima khalifah Abu Bakar untuk menjadipemimpin umat Islam 
sama halnya dengan aliran Mu‟tazilah karena tidak harus Ali yang menjadi 
khalifah, kepentingan/pilihan umat lebih diutamakan. Sedangkan Syi‟ah 
Imamiah dan Syi‟ah Ismailiyah masih berpegang teguh terhadap pemikiran 
mereka bahwa seorang Imam harusMa‟sum dan Imam itu ada pada diri Ali 
beserta keturunannya.Mereka mengklaim Khalifah-Khalifah sebelumnya 
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 telah merebut apa yang menjadi hak Ali.
24
 mengenai perbedaannya yaitu 
Syi‟ah mengatakan bahwa Imamah merupakan sesuatu hal yang wajib dan 
menempatkan pada salah satu rukun merekaItsna Asy‟ariyah. Sedang 
aliran Mu‟tazilah berpendapat bahwa selagi umat bisa berlaku adil, dan 
mampu untuk hidup rukun maka seorang Imam tidak perlu ada.Uraian 
diatas, sangatlah menarik untuk dibahas.Untuk mempermudah penulis 
dalam menyelesaikan penelitian ini maka penulis membatasi permasalahan 
yang akan dibahas. Yaitu Pemikiran Aliran Politik Islam antara Syi‟ah dan 
Mu‟tazilah dalam Konsep Imamah(Studi Komparatif). 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana pemikiran aliran politik Syi‟ah dan Mu‟tazilah mengenai 
konsep Imamah? 
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran aliran politik Syi‟ah dan 
aliran Mu‟tazilah tentang konsep Imamah? 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pemikiran politik Syi‟ah dan Mu‟tazilah tentang 
Konsep Imamah 
b. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan pemikiran kedua 
aliran tersebut tentang konsep Imamah. 
2. Kegunaan Penelitian 
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 a. Kegunaan Secara Teoritis 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 
khazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem 
ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan mengenai politik 
ketatanegaraan. 
2. Untuk memberikan sumbangan tentang pemikiran politik, 
khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung dan sumbangan pembendaharaan 
pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara. 
b. Kegunaan Secara Praktis 
1.  Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya 
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemikir 
politik lainnya 
3. Memenuhi syarat wajib bagi setiap Mahasiswa dalam meraih gelar 
sarjana hukum pada Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung. 
F. Metode Penelitian 
Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam 
mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian 
untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan. Dalam penelitian 
penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
 
 
 1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Dilihat dari jenisnya, penelitian skripsi ini adalah penelitian 
pustaka (library research), penelitian pustaka adalah penelitian 
yang menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, 
catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu 
yang digunakan sebagai data sekunder.
25
 
b. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini yaitu “Deskriptif Analitis” yang dimaksud 
Deskriptif Analitis ialah penelitian yang memaparkan seluruh data 
kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya 
menghasilkan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan. 
2. Data dan Sumber Data 
Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh, adapun 
sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama dalam penelitian, yaitu 
studi pustaka yang berisi tentang Pemikiran Aliran Politik Islam 
Antara Syiah dan Mu‟tazilah Tentang Konsep Imamah (Studi 
Komparatif) 
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 b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan  




3. Pengumpulan Data 
Penelitian pada umumnya memiliki beberapa pendekatan. 
Didalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat 
observasi, interview, wawancara dan bahan pustaka. Mengingat 
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka peneliti 
mengumpulkan data dari berbagai sumber buku yang ada seperti 
literatur pemikiran ilmu politik Islam, dan fiqh siyasah serta tulisan-
tulisan yang lain termasuk media internet untuk mengakses bahan-
bahan yang berkaitan dengan permasalahan. 
4. Pengolahan Data 
Pengolahan data tersebut diproses sesuai dengan kode etik 
penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
Editing adalah pengecekan terhadap data yang telah diperoleh 
untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera 
dipersiapkan untuk keperluan berikutnya. 
b. Penandaan Data (Coding) 
Coding adalah merupakan usaha untuk membuat klasifikasi 
terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diproses untuk 
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 mengetahui, apakah data-data yang telah diproses sesuai atau 
tidak. 
c. Sistematisasi  
Sistematisasi adalah penempatan data menurut kerangka 
sistematika bahasan berdasarkan rumusan masalah. Yang 
dimaksud dengan hal ini yaitu mengelompokkan data secara 
sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut 
klasifikasi dan urutan masalah. 
5. Analisis Masalah 
Penelitimenganalisis dengan menggunakan teknik komparatif. 
Yaitu peneliti menentukan suatu letak persamaan dan perbedaan 
kedua aliran politik Islam antara Syi‟ah dan Mu‟tazilah dan 












KONSEP IMAMAH MENURUT FIQH SIYASAH 
A. Pengertian Imamah 
Imamah dalam wacana Fiqh Siyasah biasanya diidentikkan dengan 
khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi 
dalam Negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan 
Syi‟ah, sedangkan istilah Khilafah lebih populer dikalangan masyarakat 
Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan yang mendasar antar kedua aliran ini 
dalam memahami Imamah.
27
 Imamah adalah institusi yang diberikan oleh 
tuhan untuk memberikan petunjuk manusia yang dipilih dari keturunan 




Imamah berasal dari amma-yaummu-imamatan yang mempunyai arti 
kepimpinan atau orang yang diikuti. Ibnu Mandzur mendefinisikan 
imamah yaitu orang yang berada pada barisan terdepan.
29
  Sedangkan 
secara istilah para pakar hukum Islam mendefinisikan dengan beragam. Al 
Mawardi memposisikan al-Imamah sebagai pengganti tugas kenabian 
dalam menjaga dan memelihara masalah Agama serta urusan keduniaan.
30
 
At Tafazani mendefinisikan dengan Pemimpin tertinggi Negara yang 
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 bersifat universal dalam mengatur urusan agama dan keduniaan.
31
 
Penjelasan dalam Al-mu‟jam Asy-syamil limustholahat al-falsafah karya 
Abdul Mun‟im al-Hifny, Imam adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi 
di dalam agama dan dunia, yang harus diikuti oleh seluruh umat.
32
 
Imamah dalam bahasa berarti Pemimpin dan kepemimpinan. Dan 
dalam bahasa Arab, kata Imam berarti seseorang atau sesuatu yang diikuti. 
Atas dasar ini, kata Imam bisa memiliki beberapa contoh kongkrit seperti: 
al-Qur‟an, Nabi Islam yang mulia, Pengganti Nabi SAW, Imam shalat 
jama‟ah, panglima tentara, pemandu parawisata, pemandu unta dan 
seorang cendikiawan yang diikuti.
33
 Teolog mendefinisikan Imamah 
dalam dua bentuk: pertama: Sebagian definisi bersifat umum dan 
mencakup kenabian. Seperti definisi yang menafsirkan bahwa Imamah 
adalah kepemimpinan umum dalam permasalahan-permasalahan agama 
dan duniawi.
34
 Definisi-definisi yang meyakini bahwa Imamah adalah 
pengganti Nabi dalam urusan agama dan taat kepada Imam adalah hal 
yang diwajibkan.
35
 Suyuti Pulungan, bahwa Imamah adalah kata Imam 
berarti pemimpin atau contoh yang harus diikuti atau mendahului, 
memimpin. Imamah merupakan orang yang memegang jabatan umum 
dalam masalah agama, Negara, bahkan dunia sekaligus. Dalam Q.S. 
Yasin: 12 imam berarti induk, dalam Q.S. al-Baqarah: 124, berarti Nabi 
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 atau ikutan, dalam Q.S. Al-Hijr: 79, berarti jalan umum, dalam Q.S. Hud: 
17 mengandung arti pedoman, dalam Q.S. Al-Furqan: 74 berarti ikutan, 
dan dalam Q.S. Al-Ahqaf berarti petunjuk, dalam Q.S Al-Isra: 71, Q.S. At-
Taubah, berarti Pemimpin orang-orang kafir dan dalam Q.s. Anbiya: 73 
baerarti pemimpin-pemimpin spritual (Rasul) yang diberkahi wahyu untuk 
mengajak manusia untuk kebajiakan.
36
 
Qamaruddin Khan berpendapat, kata Imam dalam Al-Qur‟an hanya 
digunakan dalam pengertian kepemimpinan belaka bukan dalam masalah 
politis atau spritual. Berdasarkan penegertian di atas dapat kita jadikan 
sebagai rumus kenegaraan yang berkenaan dengan Imamah/pemimpin.
37
 
Sedangkan Syi‟ah berpendapat bahwa Imamah berarti Pemimpin urusan 
dunia dan agama, yaitu seorang yang bisa menggantikan peran Nabi 
Muhammad Saw sebagai pemelihara Syari‟ah Islam, mewujudkan 
kabaikan dan ketentraman umat. Al-Hadits yang juga diriwayatkan oleh 
Sunni: para imamku ada dua belas, semuanya dari Quraisy.
38
 Berikut ayat-
ayat al-Qur‟an yang terdapat kata Imamah didalamnya: 
                        
    :سي(91  ) 
Artinya: Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan 
Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang 
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 mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab 




Tafsir Jalalen menjelaskan mengenai ayat ini (sesungguhnya kami 
telah menghidupkan orang-orang mati) yakni menghidupkan kembali (dan 
kami menuliskan) Lohmahfudz (apa yang telah mereka kerjakan) selama 
hidup didunia berupa kebaikan dan keburukan lalu kami membalasnya 
kepada mereka (dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan) hal-hal yang 
dijadikan panutan dari perbuatan mereka setelah mereka tiada (serta segala 
sesuatu) dinasabkan lafal kulla oleh pengaruh fiil atau kata kerja yang 
menjelaskannya, yaitu kalimat berikutnya (kami catat) kami kumpulkan 
satu persatu secara mendetail (didalam kitab induk yang nyata).
40
 
                            
                  : جسقثلا(911) 
Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan 
beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. 
Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi 
seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari 
keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang 




(Dan) ingatlah (ketika Ibrahim mendapat ujian) menurut satu 
Qiraat Abrahim (dari Tuhannya dengan beberapa kalimat) maksudnya 
dengan perintah dan larangan yang dibebankan kepadanya. Ada yang 
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 mengatakan manasiq atau pekerjaan haji, ada pula berkumur-kumur, 
menghirup air kehidung, menggosok gigi, memotong kumis, membelah 
rambut, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan 
berkhitan lalu istinja‟ (lalu disempurnakannya) maksudnya dikerjakan 
secara sempurna. (Firmannya) yakni Allah Swt, (sesungguhnya aku akan 
menjadikanmu sebagai imam bagi manusia). Artinya contoh dan ikutan 
dalam keagamaan. (kata Ibrahim aku juga mohon dari keturunanku) 
maksudnya dari anak cucuku dijadikan Imam-Imam. (Firmannya janjiku 
ini tidak mencapai) untuk dijadikan Imam (orang-orang yang aniaya) 
yakni orang-orang yang ingkar diantara mereka. Sebaliknya bagi orang 




                  : سجحلا (91 ) 
Artinya: Maka Kami membinasakan mereka. dan Sesungguhnya 





(Makakami membalas perbuatan mereka itu) yaitu membinasakan 
mereka dengan musim panas yang sangat (dan sesungguhnya kedua kota 
itu) yaitu kota kaum Nabi Luth dan kota kaum Nabi Syuaib (benar-benar 
terletak dijalan umum) yakni jalan raya (yang terang jelas) mengapa kalian 
hai penduduk Mekkah tidak mengambil pelajaran darinya.
44
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                           
                             
                         
     : دؤُ (99) 
Artinya: Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang 
yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran) dari Tuhannya, dan 
diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al 
Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat?. 
mereka itu beriman kepada Al Quran. dan Barangsiapa di antara mereka 
(orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran, 
Maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya, karena itu janganlah 
kamu ragu-ragu terhadap Al Quran itu. Sesungguhnya (Al Quran) itu 





(Apakah orang yang mempunyai bukti) penjelasan (dari Rabbnya) 
yaitu Nabi Saw. Atau orang-orang mukmin yang dimaksud dengan bukti 
ialah Al-Qur‟an (dan diikuti pula) dipanuti (oleh saksi) baginya yang 
membenarkannya (darinya) yaitu dari Allah, yang dimaksud oleh Malaikat 
Jibril (dan sebelumnya) sebelum Al-Qur‟an (telah ada kitab Musa) yaitu 
kitab Taurat yang menyaksikan kebenaran Al-Qur‟an pula (yang menjadi 
pedoman dan rahmat?) menjadi kata keterangan dari Al-Qur‟an. Apakah 
keadaannya sama dengan orang-orang yang tidak demikian keadaanya? 
Tentu saja tidak (mereka itu) yakni orang-orang yang mempunyai bukti 
(beriman kepadanya) kepada Al-Qur‟an maka bagi mereka surga. (dan 
barang siapa diantara golongan yang bersekutu ingkar kepada Al-Qur‟an) 
semua orang-orang kafir (maka nerakalah tempat yang diancamkan 
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 baginya, karena itu kamu janganlah ragu-ragu) menaruh syak (kepadanya) 
kepada Al-Qur‟an (sesungguhnya Al-Qur‟an itu benar-benar dari Rabbmu 
tetapi kebanyakan manusia) penduduk Mekkah (tidak beriman).
46
 
                        
        : ىاقسفلا (91) 
Artinya: Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, 
anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami 
sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-




Tafsiran ayat ini ialah (Dan orang-orang yang berkata, Ya Rabb 
kami! anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami) ia 
dapat dibaca secara jamak sehingga menjadi dzurriyyaatinaa dapat pula 
dibaca secara mufrad, yakni Dzurriyaatinaa (sebagai penyenang hati kami) 
artinya kami selalu melihat mereka taat kepadamu (dan jadikanlah kami 
imam bagi orang-orang yang bertaqwa) yakni pemimpin dalam kebaikan.
48
 
                           
             : ءاسسلاا(99) 
Artinya: (ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap 
umat dengan pemimpinnya; dan Barangsiapa yang diberikan kitab 
amalannya di tangan kanannya Maka mereka ini akan membaca kitabnya 
itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.(Q.s.Al-Isra‟:71)49 
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 (Dihari ketika kami memanggil tiap manusia dangan Pemimpinya) 
yakni dengan Nabi-Nabi mereka kemudian dikatakan, hai umat fulan atau 
dipanggil dengan catatan amal perbuatan mereka, lalu dikatakan kepada 
mereka, hai orang yang jahat. Hari yang dimaksud ialah hari kiamat (maka 
barang siapa yangdiberikan catatan amalnya ditangan kanannya) mereka 
ialah orang-orang yang berbahagia, yaitu orang-orang yang memiliki 
pandangan hati sewaktu hidup didunia (maka mereka ini akan membaca 
kitabnya itu dan mereka tidak dianiaya) catatan amal perbuatan baik 
mereka tidak dikurangi (barang sedikitpun). Walaupun hanya sebesar kulit 
biji sawi.
50 
                          
                : ءايثًلاا(97) 
Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-
pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami 
wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan 





Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa, (kami telah menjadikan mereka 
itu sebagian pemimpin-pemimpin) dapat dibaca a-immatan atau 
ayimmatan, yakni pemimpin yang menjadi teladan dalam kebaikan (yang 
memberi petunjuk) kepada manusia (dengan perintah kami) memberi 
petunjuk kepada mereka untuk memeluk Agama kami (dan telah kami 
wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, 
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 menunaikan zakat) hendaknya mereka dan orang-orang yang mengikuti 
mereka mengerjakan semuanya itu. Huruf H dari lafal iqommah dibuang 
demi untuk meringankan bunyi, sehingga terjadi iqommas sholati bukan 
iqommati sholati ( dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.
52
 
B. Konsep Imamah 
Imamah bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi 
Agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan Ijma‟ Ulama 
bahwa mengangkat seorang yang mempunyai kredibilitas dalam 
menjalankan tugas Imamah adalah wajib walaupun Imam Al-Asham tidak 
sependapat dengan mereka. Sekelompok Ulama lain berkata bahwa status 
wajibnya mengangkat Imamah itu berdasarkan Syari‟at, bukan 
berdasarkan akal. Pasalnya seorang Imam berkewajiban mengurus urusan 
Agama meskipun akal tidak menganggap bahwa mengangkat Imamah 
sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat 
Imamah itu tidak wajib.
53
 
Status wajibnya mengangkat Imamah ialah Fardhu Kifayah seperti 
wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Namun, jika tidak ada seorang pun 
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 Pertama, kelompok pemilihan bertugas memilih Imam (Khalifah) 
untuk umat. Kedua, kelompok Imamah (kepemimpinan) yang bertugas 
mengangkat salah seorang dari mereka sebagai Imam (khalifah).
55
 
Bagi selain dua kelompok di atas, tidaklah berdosa jika mengangkat 
Imamah ditangguhkan. Jika kedua kelompok di atas mendapat 
keistimewaan daripada yang lain untuk mengangkat Imam (Khalifah), 
keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang mu‟tabar (legal). Sedangkan 
syarat-syarat kelompok pemilih yang legal ada 3 yakni: 
1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya. 
2. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu 
mengetahui orang yang berhak mengangkat sebagai Imam 
(khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal. 
3. Memiliki gagasan dan sikap yang bijaksana yang membuatnya 
mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi Imam 





Adapun syarat-syarat legal bagi kelompok Imamah ada tujuh: 
1. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh. 
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di 
dalam berbagai kasus dan hukum. 
3. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut 
sehingga ia dapat menangani persoalan yang diketahuinya. 
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang 
dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dangan baik dan 
cepat. 
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan 
mengurusi berbagai kepentingan. 
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuanya mampu 
untuk melindungi dirinya dan melawan musuh. 
7. Memiliki nasab dan sisilah dari suku Quraisy, berdasarkan nash 
dan Ijma‟.57 
 







 Pengangkatan Imamah dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui 
Ahlul „Aqli wal al-Aqdi. Kedua penunjukan oleh Imam (Khalifah) 
sebelumnya. Pemilihan Khalifah ketika Ahlul „Aqli wal al-Aqdi telah 
sepakat untuk mengangkat Imam, hendaknya terlebih dahulu mereka 
mempelajari propil orang-orang yang memenuhi syarat untuk diangkat 
sebagai Imam (Khalifah). Setelah itu mereka menyeleksi diantara mereka 
yang memiliki banyak kelebihan, paling sempurna syarat-syaratnya, dan 
paling mudah ditaati oleh rakyat sehingga mereka tidak menolak untuk 
mengangkatnya sebagai Imam (Khalifah). Jika diantara mereka ada yang 
ahli dalam berijtihad dan layak untuk dipilih, Ahlul Aqli wal al-Aqdi harus 
terlebih dahulu menawarkan jabatan Khilafah kepadanya dan jika ia 
bersedia, hendaknya mereka segera mengangkatnya dan rakyat turut serta 
membaiatnya dan bersedia untuk mentaatinya.
58
 
C. Hubungan Imamah dan Negara 
Imamah dan Negara menjadi bahan topik perbincangan yang menarik. 
Dalam wacana buku Fiqh Siyasah, kata Imamah biasanya diidentikkan 
dengan Khilafah. Keduanya menunjukkan kepemimpinan tertinggi dalam 
Negara Islam. Sedangkan Negara menurut Wahid Ra‟fat, ahli Hukum Tata 
Negara Mesir adalah masyarakat yang tinggal disuatu wilayah tertentu 
yang tunduk kepada suatu pemerintahan yang terartur yang bertanggung 
jawab memelihara eksistensi masyarakat demi tercapainya kemaslahatan 





 Menurut Al-Mawardi, Imamah merupakan pengganti kenabian 
untuk memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia dalam berbangsa 
dan bernegara. Dalam pandangan Islam, antara fungsi relegius dan fungsi 
politik Imam dan Negara merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan, terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali
60
 
Kepemimpinan Islam tersebut agar berlaku efektif dalam dunia Islam, 
maka umat Islam membutuhkan pendirian Negara untuk merealisasikan 
ajaran-ajaran Islam. karena dengan adanya Pemimpin dan Negara maka 
akan terciptanya tujuan sebuah negara yaitu sebuah kemaslahatan umat 
Islam agar lebih mudah untuk menjalankan tugasnya sebagai makhluk 
yang menyembah tuhan.
61
 Seorang Pemimpin merupakan salah satu dari 
unsur-unsur dari berdirinya suatu Negara tanpa Pemimpin Negara tidak 
akan mampu untuk berdiri. Dalam sebuah Negara harus memiliki unsur-
unsur yaitu wilayah, Kepala Negara, Pemerintah Legislatif, Ekskutif, dan 
Yudikatif untuk menjalankan, mengawasi serta membuat peraturan 
perundang-undangan, terdapat hukum yang mengikat dan bersifat 
memaksa serta mendapat pengakuan dari Negara lain.
62
 Dari uraian di atas 
maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin memiliki hubungan yang sangat 
erat dengan Negara. 
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 D. Dasar Hukum Pemimpin dalam Islam 
Sumber hukum Islam adalah Al-Qur‟an dan Hadits Nabi Muhammad 
SAW. Sumber hukum ini merupakan sumber hukum Islam yang 
disepakatidikalangan umat Islam. Sedangkan sumber hukum yang 




Pemimpin adalah orang yang dipilih oleh umat Islam untuk mengurus 
dan mengatur urusan-urusan dunia dan agama dan diamanahkaan untuk 
melaksanakan syari‟at Islam menuju kehidupan yang baik, amal shaleh 
dan perantara yang menyampaikan semua orang.
64
 
Kepemimpinan dalam Islam, dengan demikian didasarkan dengan 
ketentuan yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Al-Hadits, oleh karena itu 
kedua sumber hukum tersebut merupakan sumber dasar membentuk 
pemimpin yang menjadi acuan sebagai dasar dalam agama Islam. 
Menegakkan Imamah merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam 
Agama, sebab manusia butuh persatuan dan saling membantu satu sama 
lainnya. Dalam kondisi ini, mustahil dapat terwujud melainkan jika ada 
seseorang yang mengatur dan memimpin serta bekerja demi terwujudnya 
maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan. Ibnu Taimiyah 
mengomentari hadits ini bahwa Rasulullaah SAW. mewajibkan atas tiga 
orang untuk mengangkat seorang Pemimpin dari mereka, padahal ia 
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 merupakan perkumpulan kecil yang jumlahnya sedikit, dan dalam kondisi 
yang sifatnya insidentil, yakni safar. Ini merupakan standar bagi seluruh 
jenis perkumpulan (baik kecil maupun besar).
65
 Ibnu Hazm menjelaskan 
bahwa Ahlusunnah sepakat kewajiban menegakkan Imamah.
66
 Dasar 
hukum Imamah dalam Islam: 
                   
             : جسقثلا(51) 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya.
67
 (Q.S.Al Baqarah:59) 
 
Kitab Tafsir Jalalain menjelaskan maksud dari ayat tersebut bahwa 
(Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan kepada 
Rasulnnya serta pemegang-pemegang urusan) artinya para penguasa 
(diantaramu yakni jika mereka menyuruhmu agar mentaati Allah dan 
Rasulnya.  (dan jika kamu berbeda pendapat) atau bertikai paham (tentang 
sesuatu, maka kembalilah kepada Allah) maksudnya kepada kitabnya (dan 
kepada Rasul) sunnah-sunnahnya: artinya selidikilah hal itu pada keduanya 
(yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
akhir.demikian itu) artinya mengembalikan kepada keduanya (lebih baik) 
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 bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia 
(dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya).
68
 
                    
                   ( :ءاسٌلا911) 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 
orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang 





Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa, (Hai orang-orang beriman, 
janganlah kamu ambil orang-orang kafir dan bukan orang-orang mukmin 
sebagai pelindung apakah kamu hendak memberikan kepada Allah untuk 
menyikasamu) dengan mengambil mereka sebagai pelindung itu (suatu 
alasan yang nyata) atau bukti tegas atas kemunafikanmu.
70
 
Hadits Nabi  berikut ini sebagai salah satu bukti begitu seriusnya 
Islam memandang persoalan kepemimpinan ini. Nabi  Shalallahu „Alaihi 
Wassallam bersabda: 
لسّ َيلع الله ٔلص الله لْسز لاق جسيسُ يتا يع اُّس ِّهَُؤيَْلف ٍَسفَس ِيف ٌَحَثَلاث َىاَك اَذِإ ن
)دّاد ْتا ٍّز( ُْن َدََحأ 
Artinya: Hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Abi Hurairah 
bahwasanya Rasulallah SAW bersabda: “Jika ada tiga orang bepergian, 
hendaknya mereka mengangkat salah seorang diantara mereka menjadi 
pemimpinnya.” (HR. Abu Dawud).71 
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 Mengangkat pemimpin adalah wajib (ijma‟). An-Nawawi menyatakan 
bahwa para ulama telah sepakat bahwasannya wajib atas kaum muslimin 
memilih dan mengangkat Pemimpin.
72
 Ibnu Khaldun lebih tegas 
mengatakan bahwa menegakkan imamah hukumnya wajib. Kewajiban 
tersebut telah diketahui dalam syariat serta konsensus para sahabat dan 
tabi‟in.73 Tatkala Rasulullah saw. wafat, para sahabat segera memberi 
bai‟at pada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan menyerahkan pengaturan urusan 
mereka padanya. Hal ini berlaku pada setiap zaman, hingga menjadi 
sebuah konsensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seorang 
Imam (kepala Negara). 
E. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam 
Islam Sebagai agama yang paripurna, tidak hanya mengatur dimensi 
hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga aspek hubungan antara 
sesama manusia. Selama 23 tahun karier kenabian Muhammad SAW, 
kedua hal ini berhasil dilaksanakan dengan baik. Pada masa 13 tahun 
pertama, Nabi Muhammad SAW, menyampaikan dakwah kepada 
masyarakat Mekkah dengan penekanan pada aspek akidah. Namun bukan 
berarti aspek sosial diabaikan sama sekali pada masa ini, bahkan pada 
masa ini banyak berbicara tentang kecaman terhadap ketidakadilan, 
penindasan politik terhadap kelompok yang lemah dan berbagai 
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Pemerintahan yang adil dan makmur agar dapat terwujud bagi semua 
rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi Imam atau 
Pemimpin. Al-Mawardi menggariskan tujuh pensyaratan yaitu keadilan, 
keilmuan yang mencukupi, pancaindera yang sempurna, anggota yang 
sempurna, mempunyai pemikiran politik rakyat sertapengurusan di dalam 
semua perkara, keberanian dan seorang Quraisy.
75
 Abu Ja‟la al-Hambali 
menyebut empat syarat untuk menjadi Pemimpin haruslahorang 
Quraisy, memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh 
berakal, berilmu dan adil. Mampu memegang kendali di dalam masalah-
masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman.
76
 
Ibn Hazm mengemukakan delapan kewajiban agama,bertaqwa kepada 
Allah SWT syarat yaitu seorang Quraisy, baligh, tamyiz, lelaki Muslim, 
mampu untuk menjalankan tugas, alim didalam melaksankan.
77
 Imam Al-
Ghazali berpendapat, dewasa atau baligh, Memiliki akal yang sehat, 
Merdeka dan bukan budak, laki-laki, keturunan Quraisy, pendengaran dan 
penglihatan yang sehat, kekuasaan yang nyata, hidayah, ilmu pengetahuan 
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 Wara‟ (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, 
tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).
78
 
Yusuf Musa mengemukakan tujuh syarat Pemimpin yaitu Islam, 
lelaki, cekap atau aktif, berilmu, adil, mempunyai kemampuan, tidak cacat 
yang boleh mempengaruhi pemikiran dan pekerjaannya. Menurut beliau 
juga yang dimaksudkan dengan berilmu dalam konteks ini tidak 
semestinya mencapai darjat mujtahid dalampersoalan usul dan furu‟ 
kerana Imam boleh minta bantuan Fuqaha dan ulama yang khusus 
mendalami masalah ini.
79
 Manakala yang dimaksudkan dengan adil pula 
tidak semestinya mencapai derajat wara‟, malah cukup sekadar tidak fasik. 
Imam Al-Juwaini pula mengemukakan enam syarat bagi seorang 
Pemimpin yaitu seorangmujtahid di mana dia tidak perlu merujuk kepada 
orang lain di dalam mana kejadian,seseorang yang menjaga kemaslahatan 




Tokoh-tokoh tersebut seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Abu Ja‟la al- 
Hambali mensyaratkan suku Quraisy sebagai calon Pemimpin, sebab suku 
Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi 
syarat untuk diangkat menjadi Pemimpin yang tangguh. Karena itu tidak 
sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan di luar golongan itu. 
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 Al-Baqillani menambahkan syarat tersebut berdasarkan Hadist Rasulullah 
Saw, “para pemimpin harus dari bangsa Quraisy”81 
Keturunan kaum Quraisy dalam persyaratan untuk bisa menggunakan 
hak pilihnya sebagai seorang Pemimpin bukan persyaratan yang mutlak. 
Banyak para sarjana dan ulama telah mengemukakan alasannya bahwa 
kaum muslimin semua adalah saudara, mereka mempunyai kedudukan, 
kewajiban dan hak yang sama. Karena itu secara umum dapat diambil 
pengertian bahwa untuk bisa dipilih oleh seorang Pemimpin, seseorang 
harus memenuhi syarat yang meliputi; sifat yang adil, mempunyai ilmu 
pengetahuan untuk dapat melaksanakan hukum Allah, sehat jasmani dan 
bebas cacat badan, kesesuaian dan kesanggupan dalam membela 
kepentingan umat dan hukum Allah. 
F. Mekanisme Pemilihan Imam atau Pemimpin dalam Sejarah Islam. 
Al-Qur‟an maupun as-Sunnah tidak pernah menetapkan suatu cara 
atau mekanisme tertentu dalam memilih sebuah Pemimpin. Karena itu 
dalam pentas sejarah ketatanegaraan Islam muncul berbagai model atau 
cara pengangkatan kepala Negara Islam, mulai dari yang dianggap 
demokratis dan damai sampai kepada cara yang dianggap demokratis dan 
didahului sebuah peperangan atau revolusi berdarah.
82
 
Menurut catatan sejarah ada delapan metode pengisian jabatan kepala 
Negara yang pernah dipraktikkan dimasa awal pertumbuhan Islam, yaitu: 
1. Metode pemilihan langsung oleh Allah. 
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 2. Metode penunjukan langsung oleh Allah dan Rasulnya. 
3. Metode pemilihan oleh ahl al-halli wa al-aqdi. 
4. Metode penunjukkan melalui wasiat. 
5. Metode pemilihan oleh team formatur atau dewan musyawarah. 
6. Metode revolusi atau kudeta. 
7. Metode pemilihan langsung oleh rakyat. 
8. Metode penunjukkan berdasarkan keturunan.83 
 
1. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Khalifaur Rasyiddin. 
Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang 
akan menggantikan beliau sebagai pemimpin pada umat Islam setelah 
beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada 
kaum Muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama 
setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya di makamkan, sejumlah tokoh 
Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Saqifah, Madinah.
84
 
Tokoh-tokoh Muhajirin sebelum hadir dalam pertemuan itu. golongan 
Khazraj telah sepakat mencalonkan Saad bin Ubadah, Pemimpin suku 
Khazraj, untuk menjadi pengganti Rasul dalam memerintah. Tetapi Aus 
belum memberikan persetujuan atas pencalonan itu. Kemudian terjadi 




Umar begitu mengetahui perkembangan yang terjadi, segera mengutus 
untuk menemui Abu bakar yang berada di rumah Nabi bersama Ali Bin 
Abi Thalib dan memintanya agar Abu Bakar keluar untuk menemui Umar. 
Tapi Abu Bakar menolak dengan alasan sibuk. Kemudian Umar kembali 
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 menyuruh seseorang untuk menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa telah 
terjadi suatu peristiwa penting yang menuntut kehadirannya. Dengan 
alasan itu akhirnya Abu Bakar mau keluar dan menemui Umar. Umar 
kemudian bergegas bersama Abu Bakar menuju tempat pertemuan itu. Di 
tenggah jalan mereka bertemu dengan Abu Ubadah Bin al-Jarrah, sahabat 
senior dari sahabat Muhajirin, dan ia mereka diajak untuk ikut serta, ketika 
ketiga tokoh tersebut tiba di Balai Saqifah, ternyata disana sudah hadir 
pula orang-orang Muhajirin yang terlibat perdebatan sengit dengan kaum 
Ansor karena sama-sama mempertahankan hak dan pendirian mereka.
86
 
Musyawarah itu berjalan cukup lama karena masing-masing pihak, 
baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi 
Pemimpin umat Islam, seperti yang di kemukakan Hubab bin al-Munzir, 
yaitu meminta dari Ansor seorang pemimpin dan dari Muhajirin satu 
pemimpin. Usulan ini dianggap Umar dengan mengatakan,  Tidak ada dua 
orang pemimpin dalam satu waktu dan satu wilayah kekuasaan. Orang-
orang Qurasy sebagai wali dan keluarga Rasul lebih berhak meneruskan 
kepemimpinannya. Hubab menanggapi Umar seraya berkata, Wahai kaum 
Ansor, tetaplah kamu dengan pendirian kamu, jangan dengar pendapat 
Umar dan sahabat-sahabatnya, berpegang teguhlah kamu dengan perkataan 
ini, sebab kamu lebih berhak dari mereka.
87
 
Melihat situasi yang menegangkan dan bisa mengancam keutuhan 
umat tersebut, Abu Ubadah bin Jarrah mengajak kaum muslimin untuk 





 menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin dan lebih toleran. 
Kemudian Basyir bin Sa‟ad Abi al-Nu‟man bin Basyir, salah seorang 
Pemimipin suku Khazraj, berdiri sambil berkata, Wahai orang-orang 
Ansor, demi Allah sesungguhnya kita paling utama dalam memerangi 
kaum musyrik dan membela Agama ini, kita tidak menghendakinya 
kecuali atas ridha Allah dan ketaatan kita terhadap Nabi, maka tidaklah 
tepat apabila kita memperpanjang masalah ini. Bertaqwalah kepada Allah 




Pandangan Basyir ini berhasil membuat suasana menjadi tenang. 
Selanjutnya Abu Bakar berbicara pada para hadirin,  Ini Umar dan Abu 
Ubadah, siapa yang kamu kehendaki, maka hendaklah kamu bai‟at, 
”Keduanya berkata,” Demi Allah kami tidak lebih berhak, karena engkau 
orang Muhajirin yang utama dan pengganti Rasul untuk menjadi Imam 
dalam shalat dan shalat itu paling utama dalam agama kaum muslim, maka 
engkaulah yang paling berhak dalam masalah ini, maka ulurkanlah 
tanganmu dan kami akan membai‟atmu”. Ketika keduanya hendak 
manyatakan bai‟at, Basyir bin Sa‟ad mandahului keduanya untuk 
membai‟at Abu Bakar. Lalu diikuti oleh Umar dan Abu Ubadah serta 
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 Ada satu sahabat yang tidak mengakui Abu Bakar sebagi Khalifah dan 
tidak membai‟atnya selama enam bulan yakni Ali, karena Ali mempunyai 
keyakinan yang kokoh bahwa ia memiliki klaim yang kuat untuk 
mengganti Nabi Muhammad. Hanya Ali orang yang paling aktif dan juga 
orang yang paling bersemangat dalam seluruh usaha demi Islam dan 
sebagai pendekar besar digaris depan dari seluruh pertempuran yang 
dilakukan di bawah Nabi. Walau pun ada satu sahabat yang tidak mau 
membai‟at, tetapi berlangsung pembai‟atan oleh umat Islam.90 
Abu Bakar dibai‟at berkat kepiawaian dan keberanian yang 
ditunjukkan Umar. Bai‟at pertama dinamai bai‟at khusus karena bai‟at 
tersebut hanya dilakukan sekelompok kecil kaum muslimin yang ada di 
Saqifah. Sedangakan bai‟at kedua dilakukan esok harinya secara umum di 
masjid Nabi yang dilakukan oleh penduduk Madinah.
91
 
Bai‟at sendiri diartikan sebagai sumpah setia yang mempertalikan 
pemimpin dan masyarakat. Bai‟at identik dengan sebuah perjanjian dan 
sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian.
92
 
Mawardi berpendapat, pemilihan Abu Bakar di Balai Kota Saqifah 
oleh sekelompok kecil dari lima orang selain Abu Bakar sendiri, yakni 
Umar bin Khattab, Abu Ubadah bin Jarrah, Basyir bin Sa‟ad, Usayd bin 
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Pemilihan Abu Bakar tersebut tidak didasarkan pada keturunan atau 
kesenioran atau kerena pengaruhnya, tetapi karena beliau memiliki 
kapasitas pemahaman agama yang paling tinggi, berakhlak mulia, 
dermawan, paling dahulu masuk Islam, serta sangat dipercaya oleh Nabi. 
Seandainya pemilihan didasarkan pada keturunan, kesenioran dan 
pengaruhnya, tentulah mereka akan memilih Sa‟ad bin Ubadah, Pemimpin 
golongan Khazraj, atau Abu Sufyan, pemimpin Bani Umaiyah dan al-
Abbas, pemuka golongan hasyimi, karena mereka lebih senior dan 
berpengaruh dari Abu Bakar.Umar bin Khattab menjadi khalifah lewat 
penunjukan khalifah Abu Bakar dan tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan 
Al-Sahabi, dan kemudian dibai‟at. Umar menjadi sebagai khalifah selama 
sepuluh tuhun eman bulan, yaitu dari tahun 23-35 H / 644-656 M.
94
 
Pristiwa pengkatan Umar sebagai khalifah itu merupakan fenomena 
yang baru, tetapi haruslah dicatat bahwa proses peralihan pemimpin tetap 
dalam bentuk musyawarah, yaitu berupa usulan atau rekomendasi dari Abu 
Bakar yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam. Untuk menjajaki 
pendapat umum, Abu Bakar melakukan serangkaian konsultasi terlebih 
dahulu dengan beberapa orang sahabat, antara lain Abbdurrahman bin Auf, 
Usman bin Affan dan Asid bin Khadir, seorang tokoh Ansor.
95
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 Penunjukan Umar sebagai Khalifah itu terjadi ketika Abu Bakar 
mendadak jatuh sakit dan selama lima belas hari tidak dapat keluar untuk 
bersembahyang dimasjid. Abu Bakar menyuruh Umar bin Khatab untuk 
mengantikan sebagai Imam shalat. Ketika Abu Bakar marasa sakitnya 
semakin parah, ia merasa cemas bilamana persoalan disekitar 
pengangkatan Khalifah seperti yang lalu akan terjadi lagi, karena kenangan 
dibalai Saqifah masih segar dalam ingatannya, sebagai timbul 
kekhawatiran kalau tidak segera menunjuk penganti dan ajalnya segera 
datang. Kalau peristiwa seperti lalu akan terjadi lagi, maka kaum muslimin 
akan terpecah dan perpecahan ini akan lebih membahayakan mereka 
sendiri dari pada bahaya yang muncul dari pemberontakan orang-orang 
murtad. Atas dasar ini, ia berketetapan untuk mengangkat orang yang 
diyakini mampu dan baik strategi politiknya sebagai calon pengantinya. 
Bagi Abu Bakar orang paling tepat untuk menggantikannya tidak lain 
adalah Umar bin Khatab.
96
 
Penunjukan ini bagaimanapun juga telah didahului oleh suatu 
konsultasi informasi dari sahabat-sahabat nabi yang senior, dan semua 
sahabat yang diajak konsultasi merasa setuju sekali.Abu Bakar kemudian 
memanggil Usman bin Affan supaya menuliskan pesannya sesuai dengn 
pesan tertulis tersebut. Sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab 
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 dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu bai‟at secara umum dan 
terbuka di Masjid Nabawi.
97
 
Ustman bin Affan menjadi Khalifah yang ketiga melalui proses yang 
lain lagi, tidak sama dengan Abu Bakar, dan hanpir serupa dangan Umar. 
Dia dipilih oleh sekelompok dan nama-namanya sudah ditentukan oleh 
Umar sebelum dia wafat. Pada pertengahan tahun kesebelas 
kekhalifahannya, Umar menderita luka berat akibat enam kali tikaman 
seorang Persia yang bernama Fairus atau yang biasa dikenal dangan Abu 
Lu‟lu‟ah. Waktu datangalah sejumlah tokoh masyarakat kepada Umar 
supaya segara menunujuk seorang penggantinya. Mereka khawatir, Umar 
tidak akan bisa hidup lagi akibat luka-lukanya itu. Kalau sampai Umar 
wafat sebelum menunujuk pengantinya, dikhawatirkan akan terjadai 
pertentangan dan perpecahan dikalangan umat Islam. Umar menolak 
usulan mereka, tetapi mereka keesokan harinya kembali lagi dan mendesak 
Umar untuk segera menunujuk seorang penganti.
98
Akhirnya Umar hanya 
menyebut enam sahabat senior. Sepeninggal Umar, salah seorang dari 
sahabat inilah yang harus dipilih untuk menjadi khalifah. Keenam orang 
sahabat tersebut adalah Usman Bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin 
Ubaidillah, Zubair Ibnu Awwam, Sa‟ad Ibnu Abi Waqqasy dan Abdul 
Rahman Ibnu „Auf.99 
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 Setelah Umar wafat, keenam sahabat ini berkumpul untuk 
memusyawarahkan siapa yang akan menjadi pengganti Umar. Sebelum 
wafat Umar sempat berpesan supaya mereka berunding dalam waktu 
paling lama 3 hari, dan pada hari keempatnya sudah ada seorang Khalifah 
yang baru. Jalannya pertemuan tersebut sangat sulit karena pada waktu itu 
Talhah tidak ada di Madinah. Kemudian Abdul Rahman bin ‟Auf mencoba 
memperlancar keadaan dengan mengimbau agar ada yang bersuka rela 
untuk mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada yang betul-




Abdul Rahman dalam keadaan genting bermusyawarah dengan 
segenap lapisan kaum muslim, begitu juga dengan segenap calon Khalifah. 
Melalui hasil musyawarah keenam orang sahabat dan konfirmasi dengan 
umat Islam lainnya, munculnya dua orang calon utama, yakni Utsman dan 
Ali Dengan pertimbangan usia dan kesenioran, Utsman terpilih menjadi 
Khalifah mengantikan Umar. Setelah terpilih, pembai‟tan Utsman 
dilakukan secara umum oleh semua rakyat di kota Madinah.Jika 
diperhatikan jalan musyawarah terpilihnya Utsman, terlihat begitu 
berkembang sikap demokratis dikalangan masyarakat muslim. Abdur 
Rahman tidak hanya bermusyawarah dengan calon-calon Khalifah, tetapi 
                                                             
100
Ibid, h. 25. 
 juga bermusyawarah dengan masyarakat supaya mereka mengetahui siapa 
yang akan dipilihnya menjadi Khalifah.
101
 
Musyawarah mempunyai peranan penting untuk menduduki jabatan 
sebagai pemimpin. Jika pemilihan Pemimpin itu ditentukan melalui bai‟at, 
maka fokus musyawarahnya pada kepentingan mayarakat, tidak pada 
kepentingan calon pemimpinnya.Ali bin Abi Talib diangkat menjadi 
Khalifah yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh 
dari sempurna karena pada pemberontakan setelah membunuh Utsman, 
mendesak Ali agar bersedia menjadi Khalifah.Pembai‟atan Ali sebagai 




Utsman dan Ali berbeda pendapat pada pemilihan Abu Bakar terdapat 
sejumlah orang yang menentang tetapi setelah calon-calon itu terpilih dan 
diputuskan menjadi Khalifah, orang-orang tersebut menerimaannnya dan 
ikut membai‟at serta menyatakan kesetiaannya, termasuk Ali, baik 
terhadap Abu Bakar maupun Utsman. Sedangkan Ali menetapkannya 
sebagai Khalifah ada yang menolak dan ada yang menyetujui. Yang 
menyetujui adalah mayoritas rakyat dari kalangan Muhajirin, Ansor dan 
pada tokoh sahabat senior. Mereka membai‟at Ali di Masjid Nabawi. 
Sedangkan yang menolak adalah Mu‟awiyah bin Abi Sufyan, keluarga 
Utsman yang menjadi gubernur Suriah. Mu‟awiyah menolak penetapan 
Ali sebagai khalifah dengan alasan: pertama; Ali harus bertanggungjawab 
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 atas terbunuhnya Utsman; dan kedua, berhubung wilayah Islam telah 
meluas dan timbul komunikasi-komunikasi Islam di daerah baru itu, maka 
hak untuk menentukan pengisian jabatan Khalifah tidak lagi merupakan 
hak mereka yang berada di Madinah.
103
 
2. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Pemerintah Dinasti Umaiyah 
 
Periode pemerintah Khulafaur Al Rasyidin berakhir dengan wafatnya 
Ali yang kemudian muncul tokoh politik mengantikan Ali yakni 
Mu‟wiyah bin Abi Sufyan. Ia juga pendiri dari Khalifah pertama dinasti 
ini. Terbentuknya dinasti Umaiyah ini juga semata-mata peralihan 
kekuasaan, tapi mengandung masalah dan perubahan. Diantara perubahan 
tersebut adalah, kalau selama masa Khulafa Al Rasyidin, Khalifah dipilih 
oleh tokoh sahabat Madinah kemudian dilanjutkan dengan bai‟at oleh 
masyarakat umum, maka hal serupa ini tidak pernah terjadi pada masa 
pemerintahan dinasti Umaiyah. Semenjak Umaiyah, raja-raja Umaiyah 
yang berkuasa berhak menunjuk pengantinya kelak dan para pemuka 
agama diperintahkan menyatakan sumpah kesetiaan dihadapan raja. Oleh 
karena itu, Mu‟awiyah adalah penguasa Islam pertama yang mengantikan 
sistem demokratis Islam menjadi sistem monarkis (kerajaan).
104
 
Muawiyah menjadi khalifah karena Hasan bin Ali mengundurkan diri 
dari Khalifah yang mengantikan ‟Ali bin Thalib. Alasan dari pengunduran 
dari Hasan ini disebabkan ia tidak ingin terjadi pertumpahan darah lagi 
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 yang lebih besar karena Umaiyah memproklamirkan diri menjadi Khalifah 




Muawiyah dikenal sebagai politikus dan administrator, juga seorang 
yang cakap dalam urusan politik pemerintahan. Ia juga dikenal sebagai 
seorang negarawan yang ahli bersiasat, ahli dalam merancang taktik dan 
strategi.Menjelang akhir hayatnya Mu‟awiyah menunjuk anaknya, Yazid 
sebagai calon pengantinya. Itulah titik awal dari lahirnya sistem Monarki 
atau kerajaan dari Negara Islam, dinama pengisian jabatan kepala Negara 
ditentukan atas dasar keturunan. Tradisi ini terus berlajut akhir dari dinasti 
yang ditumbangkan ‟Abbasiyah.106 
Pemilihan pemimpin pada masa pemerintahan dinasti Umawiyah, 
melihat sistem yang digunakan yaitu sistem demokrasi monarki, 
kedudukan raja diperoleh dengan warisan. Artinya, seseorang dapat 
menduduki jabatan raja hanya karena ia anak raja. Jabatan Khalifah 
didapatkan dengan bai'at dari umat secara ikhlas dan diliputi kebebasan 
memilih, tanpa paksaan. Jika dalam sistem monarki raja memiliki hak 
istimewa yang dikhususkan bagi raja, maka seorang Khalifah tak memiliki 
hak istimewa, mereka sama dengan rakyatnya. Khalifah ialah wakil umat 
dalam pemerintahan dan kekuasaan yang dibaiat buat menerapkan syariat 
Allah SWT atas mereka. Artinya, khalifah tetap tunduk dan terikat pada 
hukum Islam dalam semua tindakan, kebijakan, dan pelayanan terhadap 
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 kepentingan rakyat. Dalam hal ini, kewajiban bagi seorang anak raja untuk 
siap mengantikan jabatan sebagai raja. 
3. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Pemerintahan Dinasti 
Abbasiyah. 
Pemerintahan dinasti Umaiyah mengalami keruntuhan, kekuasaan 
Khalifah jatuh ke tangan Bani Abbas, keturunan bani Hasyim yang juga 
sebagai pendiri dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiayah dibangun melalui 
perjuangan yang pajang dari gerakan politik dan kekuatan senjata yang 
dibantu oleh kaum Syiah dan orang-orang Persi. Gerakan ini berhasil 
menjatuhkan dinasti Umaiyah pada tahun 750 M dan pada Tahun itu juga 
Abu al- Abbas diangkat menjadi Khalifah pada Pemerintahan Abbasiyah, 
tetap menganut bentuk pemerintahan monarki hanya saja ada penambahan 
gelar khalifah sebagai ”Bayangan Allah di Bumi”107. 
4. Pemilihan Pemimpin Pada Masa Pemerintahan Turki Utsmani. 
Bani Abbasiyah dan Umayiah runtuh, selanjutnya dilanjutkan oleh 
kerajaan Islam terbesar dan terkuat yaitu Turki Utsmani. Kerajaan ini 
bertahan sampai 600 Tahun mulai abad ke 14 sampai abad ke 20, yaitu 
mulai Utsman 1 Tahun 1299 sampai Abdul Majid 2 Tahun 1922. Turki 
Utsmani masih dalam bentuk kerajaan karena waktu itu masih dalam 
bentuk kerajaan, hingga Kemal Attaturk merubahnya menjadi Negara 
Republik dan ditegaskan bahwa kedaulatan terletak ditangan rakyat.
108
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 Bidang pemerintahan, bentuk kerajaan Turki Utsmani mengikuti 
sistem feodal, dimana Sultan adalah penguasa tertinggi baik dalam bidang 
agama, pemerintahan, politik bahkan masalah perekonomian. Sudah jelas 
dengan bentuk pemerintahan feodal, maka dalam pemilihan Pemimpin 
sudah menjadi hak sepenuhnya yang akan dilakukan sultan yang 
memimpin pada saat itu.
109
 
Raja-Raja Turki Utsmani bergelar Sultan dan Khalifah sekaligus. 
Sultan menguasai kekuasaan duniawi, sedangkan Khalifah berkuasa di 
bidang Agama atau Spiritual.
110
 Mereka mendapatkan kekuasaan secara 
turun temurun, walau tidak harus dari putra pertama, bahkan dapat 
diwariskan kepada saudaranya. 
Khilafah Bani Utsmaniyyah tercatat memiliki kurang lebih 36 orang 
Khalifah, yang berlangsung mulai dari abad 10 Hijriyah atau abad ke enam 
belas Masehi. Dalam sekian lama kekuasaannya, yakni sekitar 625 Tahun, 
tidak kurang dari 38 sultan. Dari 38 sultan yang pernah memerintah Turki 
Utsmani, Syafiq A. Mughni membaginya ke dalam lima periode: 
1. Periode pertama (1229- 1402 M). Periode ini dimulai darii berdirinya 
kerajaan, ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh 
serangan Timur Lank. sultan-sultan yang memimpin pada periode ini 
adalah Utsman I, Orkhan, Murad I, dan Bayazid I. 
2. Periode kedua (1402-1556 M). Periode ini ditandai dengan restorasi 
kerajaandan cepatnya pertumbuhan sampai pada ekspansinya yang 
terbesar khususnya pada masa Sultan Salim I putra sultan Bayazid II 
yang berhasil menguasai Afrika Utara, Syiria, dan Mesir yang pada 
waktu itu Mesir diperintah oleh kaum Mamluk yang dipimpin oleh al 
Mutawakkil „Ala Allah pada 1517 M. Sultan-sultan yang memimpin 
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 pada periode ini adalah Muhammad I, Murad II, Muhammad II, 
Bayazid II, Salim I dan Sulaiman I Al Qanuni 
3. Periode ketiga (1556-1699M). Periode ini ditandai dengan kemampuan 
dalam mempertahankan wilayahnya karena masalah perang yang terus 
menerus terjadi karena alasan domestik, disamping juga gempuran dari 
daerah luar. Sultan-Sultan yang memimpin pada periode ini adalah: 
Salim II, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, 
Mustafa I (yang keduakalinya), Muarad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, 
Sulaiman III, Ahmad II, dan Mustafa II 
4. Periode keempat (1699-1839 M). Periode ini ditandai dengan 
bersurutnya kekuatan kerajaan dan terpecahnya wilayah ditangan para 
penguasa wilayah. Sultan-sultannya adalah sebagai berikut: Ahmad III, 
Mahmud I, Utsman III, Mustafa III, Abdul Hamid I, Salim III, Mustafa 
IV, dan Mahmud II. 
5. Periode kelima (1839-1922 M). Periode ini ditandai oleh kebangkitan 
kultural dan administratif dari Negara di bawah pengaruh ide-ide 
Barat. Sultannya adalah Abdul Majid I, Abdul Aziz, Murad V, Abdul 
Hamid II, Muhammad V, Muhammad VI, dan Abdul Majid II. Sultan 
sebagaimana yang tersebut terahir hanya bergelar Khlaifah, tanpa 
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 BAB III 
KONSEP IMAMAH MENURUT ALIRAN POLITIK SYI’AH DAN 
ALIRAN POLITIK MU’TAZILAH 
A. Aliran Politik Syi’ah 
1. Lahirnya aliran Politik Syi‟ah 
Syi‟ah merupakan salah satu aliran politik dalam Islam. Istilah Syi‟ah 
berasal dari bahasa arab “Syi‟ah”. Bentuk tunggal dari kata ini adalah 
Syi‟i. Syi‟ah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syi‟ah Ali 
“pengikut Ali” Syiah secara etimologi bermakna “pembela dan pengikut 
seseorang”. Selain itu juga bermakna “setiap kaum yang berkumpul di atas 
suatu perkara”. Didalam Al-Qur‟an dijumpai kata-kata “Syi‟ah” dengan 
makna etimologis di atas seperti dalam Q.S.As-shaffat:83 Q.S.Al-Qasas: 
15 Q.s.Maryam: 69 Q.s.Al-An‟am: 65 Q.S.Al-Qamar:51. Adapun menurut 
terminologi adalah mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib 
sangat utama diantara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang 




Syahrastani (w.548 H) berpendapat, terminologi Syi‟ah mencakup 
empat unsur berikut, yaitu para penolong pengikut Imam Ali bin Abi 
Thalib, wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Ali untuk menjadi 
penerusnya, bahwa Imamah setelah Ali bin Abi Thalib adalah kepada anak 
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 dan keturunannya, Imamah atau Khilafah tidak boleh keluar dari 




Ath-Thabathaba‟i (1903-1981 M) berpendapat, istilah Syi‟ah untuk 
pertama kalinya ditujukan kepada para pengikut Ali (Syi‟ah Ali) 
Pemimpin pertama ahlul bait pada masa Nabi Muhammad SAW. Para 
pengikut Ali disebut Syi‟ah, diantaranya adalah Abu Dzar Al-Ghiffari, 
Migdad bin Al-Aswad, dan Ammar bin Yasir.
114
 
Kemunculan Syi‟ah dalam sejarah,  terdapat perbedaan pendapat 
dikalangan para ahli. Menurut Abu Zahrah, Syi‟ah mulai muncul 
kepermukaan sejarah akhir pemerintahan Usman bin Affan. Selanjutnya 
aliran ini tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi 
Thalib. Watt menyatakan bahwa Syi‟ah muncul ketika peperangan Ali dan 
Mu‟awiyah, ketika perang siffin pasukan Ali dinyatakan terpecah menjadi 
dua yaitu kelompok yang merespon abitrase yaitu Syi‟ah dan kelompok 
yang menolak abitrase Khawarij. Sedangkan kelompok Syi‟ah sendiri 
berpendapat bahwa kemunculan mereka berkaitan dengan masalah 
penggantian Khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta 
menolak pemerintahan Abu Bakar As-Shidiq, Umar bin Khattab, dan 
Usman bin Affan berdasarkan Hadits Ghadir Khum.
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 Golongan Syi‟ah mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW meminta 
alat tulis untuk mendiktekan bahwa Ali akan menjadi penggantinya kelak 
namun Sahabat Umar menolak karena sakit Nabi sudah terlalu parah. 
Karena hal ini mereka menuduh sahabat Abu Bakar dan Umar merampas 
hak kekhalifahan tersebut dari tangan Ali inilah yang menyebabkan 
lahirnya aliran Syi‟ah sebagai reaksi atas masyarakat Sunni yang pada saat 
itu sudah mendominasi percaturan politik islam. Imamah  inilah yang 
selama ini selalu mereka perjuangkan, baik sewaktu khalifah Ali masih 
hidup maupun setelah meninggal dunia hingga sampai saat ini. Tidak 
heran jika persoalan Imamah ini merupakan hal yang prinsip sekali bagi 
kalangan Syi‟ah bahkan menempatkan pada salah satu rukun mereka.116 
2. Sekte-Sekte Aliran Politik Syi‟ah dan Tokoh-Tokohnya. 
Syi‟ah pada awalnya adalah orang yang menolak Umayyah dan 
Abbasiyah sebagai pemimpin umat yang sah karena keduanya dianggap 
tidak beriman dan amoral. Alasan lainnya, mereka meyakini semenjak 
kematian Nabi Muhammad Saw kepemimpinan telah diwariskan kepada 
Ali dan keturunannya. Mazhab-mazhab Syi‟ah yang ada meyakini 
berbagai opini yang berbeda, seperti siapa yang seharusnya menjadi Imam. 
Satu-satunya persamaan adalah mereka meyakini Imamah merupakan 
suatu keniscayaan dan prilaku muslim.
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 Syiah terpecah dalam berpuluh-puluh kelompok. Perpecahan ini 
disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu karena perbedaan prinsip dan ajaran 
yang berakibat timbulnya kelompok yang ekstream (Ghulat) dan kelompok 
moderat karena perbedaan pendirian tentang siapa yang harus menjadi 
imam sepeninggal Husein bin Ali, Imam ketiga sesudah Ali Zainal Abidin, 
Imam keempat dan sesudah Ja‟far As-Shadiq, Imam keenam. Dari 
kelompok tersebut yang paling terkenal adalah Zaidiyah, Ismailiyah, dan 




Perpecahan yang terjadi setelah sepeninggalan Husein, Imam ketiga, 
disebabkan oleh perselisihan tentang siapa pengganti Husein. Sekelompok 
pengikut Husein berpendirian bahwa yang berhak diangkat menjadi Imam 
adalah Muhammad bin Hanafiah, seorang putra Ali istri yang bukan dari 
Fatimah. Kelompok ini dikenal dengan nama Kaisaniyah.sedangkan 
kelompok lain berpendirian yang berhak menjadi Imam dalah seorang 
putra laki-laki Husein yang bernama Ali Zainal Abidin. Ketika Ali Zainal 
Abidin seorang imam keempat wafat timbul perpecahan kedua. 
Sekelompok Syi‟ah berpendirian bahwa yang berhak menjadi Imam adalah 
seorang putra almarhum bernama Zaid. Kelompok terebut kemudian 
dikenal dengan nama Zaidiyah.
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 Kelompok yang mengakui Abu Ja‟far Muhammad Al Baqir, juga 




Perpecahan Syiah Imamiyyah sesudah Jafar as-Sadiq wafat, semakin 
meluas dan perpecahan ini tampaknya berpangkal, siapa di antara enam 
puteranya yang lebih berhak menggantikannya. Maka mulailah muncul 
sub-sub sekte baru seperti: AnNawusiyyah, yang memandang Ja'far as-
Sadiq sebagai al-Qa'im atau al-Mahdi demikian pula halnya dengan al-
Musawiyah, pengikut Musa al-Kazim yang berkeyakinan bahwa Musa 
tidak mati, ia hanya gaib saja dan akan kembali lagi ke dunia, dan tidak 
akan ada lagi seorang imam sesudahnya. Oleh karena itu, sekte yang 
terakhir ini disebut juga dengan al-Qatiyyah. Dalam bahasan ini akan 
dibicarakan dua subsekte yang terpenting, dan keduanya mempunyai corak 
kemahdian yang berbeda satu sama lain.121 
Aliran ini menjadikan semua urusan agama harus berpangkal pada 
Imam, sebagaimana halnya kaum Sunni mengembalikan seluruh persoalan 
agama pada Al-Quran dan Sunnah atau ajaran Nabi. Menurut paham 
Imamiyyah, manusia sepanjang masa tidak boleh sunyi dari Imam, karena 
masalah keagamaan dan keduniaan selalu membutuhkan bimbingan para 
Imam. Bahkan mereka mengatakan, tidak ada yang lebih penting dalam 
Islam, melainkan menentukan seorang Imam. Kebangkitannya adalah 
untuk melenyapkan perselisihan dan menetapkan kesepakatan. Oleh 
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 karena itu, umat ini tidak boleh mengikuti pendapatnya sendiri dan 




Aliran ini berkeyakinan bahwa keimaman 'Ali ibn Abi Talib sesudah 
wafat Nabi adalah dengan nas yang jelas dan benar. Ibn Khaldun 
menjelaskan bahwa keimaman bagi mereka, tidak hanya merupakan 
kemaslahatan umum yang harus diserahkan kepada ummat untuk 
menentukannya, bahkan Imam merupakan tiang agama dan tatanan Islam 
yang tidak mungkin dilupakan oleh Nabi untuk menentukannya. Dan ia 
harus seorang yang ma'sum (suci dari segala dosa) dan nas itu sendiri 
menurut mereka, ada yang secara tegas dan ada pula yang samar-samar. 
Konsep keimaman mereka, bagi sekte Zaidiyyah, sebagaimana dijelaskan 
Ibn Khaldun dalam Muqaddimah-nya, pengangkatan seorang imam bukan 
ditetapkan oleh nas, tetapi dengan pemilihan oleh Ahlul-Halli wal-'Aqd 
yaitu semacam dewan yang diberi wewenang mengangkat dan menetapkan 
seorang imam.  
Jika Syi'ah Imamiyyah menerima kekhilafahan Abu Bakr dan 'Umar, 
maka berarti mereka harus menerima paham Sunni, dan secara tidak 
langsung mereka harus mengakui pula kekhilafahan Bani Umayyah yang 
mereka kategorikan sebagai kelompok Sunni. Oleh karena itu, 
kekhilafahan kedua tokoh diatas, harus mereka tolak keabsahannya. 
Kecintaan kaum Syi'ah terhadap 'Ali dan Ahlul Bait yang menjurus ke arah 
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 kultus individu di satu pihak, dan kebencian mereka terhadap Bani 
Umayyah karena penindasannya pada Ahlul Bait di pihak lain, bermula 




Kaisaniyah ialah nama sekte Syiah yang meyakini bahwa 
kepemimpinan setelah Ali bin Abi Thalib beralih ke anaknya Muhammad 
bin Hanafiyah. Para ahli berselisih pendapat mengenai pendiri Syiah 
Kaisaniyah ini, ada yang berkata ia adalah Kaisan bekas budak Ali bin Abi 
Thalib R.a. Ada juga yang berkata bahwa ia adalah Almukhtar bin Abi 
Ubaid yang memiliki nama lain Kaisan.
124
 Syiah Kaisaniyah memiliki 
ajaran diantaranya ialah, mengkafirkan Khalifah yang mendahului Imam 
Ali R.a dan mengkafirkan mereka yang terlibat perang Sifin dan Perang 
Jamal (Unta), dan Kaisan mengira bahwa Jibril AS mendatangi Almukhtar 




Zaidiyah adalah sekte dalam Syi'ah yang mempercayai kepemimpinan 
Zaid bin Ali bin Husein Zainal Abidin setelah kepemimpinan Husein bin 
Ali. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Husein Zainal Abidin 
seperti yang diakui sekte Imamiyah, karena menurut mereka Ali bin 
Husein Zainal Abidin dianggap tidak memenuhi syarat sebagai Pemimpin. 
                                                             
 
123
Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Toha Ahmadi (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2000), h. 
451. 
124Solah Abu Su‟ud, As‟ Syiah An Nasyaah As Syiasiyah wal Aqidah Ad‟ Diniyah,(Giza: 
Maktabah Nafidah, 2004), h. 158. 
125Solah Abu Su‟ud, Log Cit, h.158 
 Dalam Zaidiyah, seseorang dianggap sebagai Imam apabila memenuhi 
lima kriteria, yakni:  keturunan Fatimah binti Muhammad  Saw, 
berpengetahuan luas tentang agama, zahid (hidup hanya dengan 




Sekte Zaidiyah mengakui keabsahan Khalifah atau Imamah Abu 
Bakar As-Sidiq dan Umar bin Khattab. Dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib 
dinilai lebih tinggi dari pada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Oleh 
karena itu sekte Zaidiyah ini dianggap sekte Syi'ah yang paling dekat 
dengan sunnah. Lima Imam dinamakan demikian sebab mereka 
merupakan pengikut Zaid bin 'Ali bin Husain bin 'Ali bin Abi Thalib. 
Mereka dapat dianggap moderat karena tidak menganggap ketiga Khalifah 
sebelum 'Ali tidak sah. Urutan Imam mereka yaitu:Ali bin Abi Thalib, juga 
dikenal dengan Amirul Mukminin. Hasan bin Ali, juga dikenal dengan 
Hasan al-Mujtaba, Husain bin Ali juga dikenal dengan Husain asy-Syahid, 
Ali bin Husain, juga dikenal dengan Ali Zainal Abidin, Zaid bin Ali, juga 
dikenal dengan Zaid bin Ali asy-Syahid, adalah anak Ali bin Husain dan 
saudara tiri Muhammad al-Baqir.
127
 
Menurut al-Ma‟sudi kelompok dalam aliran Zaidiyah mereka terpecah 
menjadi delapan kelompok dalam Muruj al-Zahab, namun para penulis 
sejarah berbeda pendapat dalam masalah ini. Menurut al-Asy‟ari mereka 
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 terdiri dari enam subsekte, yaitu al-Jarudiyyah, al-Sulaimaniyah, al-
Butriyyah, al-Na‟miyyah, al-Yaqubiyyah, Raj‟ah al- Amwat.128 
Syi‟ah Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi 
Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai Imam 
pengganti dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, 
mereka tidak mengakui keabsahan kepemimpinan Abu Bakar, Umar, 
maupun Utsman. Bagi mereka persoalan Imamah adalah salah suatu 
persoalan pokok dalam agama atau ushuludin. Sekte Imamah pecah 
menjadi beberapa golongan. Golongan yang besar adalah golongan Isna' 
Asyariyah atau Syi'ah dua belas. Golongan terbesar kedua adalah golongan 
Isma'iliyah. Golongan Isma'iliyah berkuasa di Mesir dan Baghadad. 
Disebut juga Tujuh Imam. Dinamakan demikian sebab mereka percaya 
bahwa imam hanya tujuh orang dari 'Ali bin Abi Thalib, dan mereka 
percaya bahwa Imam ketujuh ialah Isma'il.
129
 Urutan Imam mereka yaitu: 
Ali bin Abi Thalib (600–661), juga dikenal dengan Amirul Mukminin 
Hasan bin Ali (625–669), juga dikenal dengan Hasan Al-Mujtaba Husain 
bin Ali (626–680), juga dikenal dengan Husain Asy-Syahid Ali bin Husain 
(658–713), juga dikenal dengan Ali Zainal AbidinMuhammad bin Ali 
(676–743), juga dikenal dengan Muhammad Al-BaqirJa'far bin 
Muhammad bin Ali (703–765), juga dikenal dengan Ja'far  Ash Shadiq 
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Istilah Ghulat berasal dari kata ghala-yaghlu-ghuluw yang artinya 
bertambah dan naik. Ghala bi ad-din yang artinya memperkuat dan 
menjadi ekstrim sehingga melampaui batas. Syi‟ah Ghulat adalah 
kelompok pendukung Ali yang memiliki sikap berlebih-lebihan atau 
ekstrim. Lebih jauh Abu Zahrah menjelaskan bahwa Syi‟ah Ekstrem 
(Ghulat) adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat ketuhanan, 




Gelar Ektrem  (Ghuluw) yang diberikan kepada kelompok ini 
berkaitan dengan pendapatnya yang janggal, yakni ada beberapa orang 
yang secara khusus dianggap Tuhan dan ada juga beberapa orang yang 
dianggap sebagai Rasul setelah Nabi Muhammad. Selain itu mereka juga 
mengembangkan doktrin-doktrin ekstrem lainnya tanasukh, hulul, tasbih 
dan ibaha.Sekte-sekte yang terkenal di dalam Syi‟ah Ghulat ini adalah 
Sabahiyah, Kamaliyah, Albaiyah, Mughriyah, Mansuriyah, Khattabiyah, 
Kayaliyah, Hisamiyah, Nu‟miyah, Yunusiyah dan Nasyisiyahwa 










Abdul Rozak, Op Cit.h.105 
 Sekte-sekte ini awalnya hanya ada satu, yakni faham yang dibawa 
oleh Abdullah Bin Saba‟ yang mengajarkan bahwa Ali adalah Tuhan. 
Kemudian karena perbedaan prinsip dan ajaran, Syi‟ah Ghulat terpecah 
menjadi beberapa sekte. Meskipun demikian seluruh sekte ini pada 
prinsipnya menyepakati tentang hulul dan tanasukh. Faham ini 
dipengaruhi oleh sistem agama Babilonia Kuno yang ada di Irak seperti 
Zoroaster, Yahudi, Manikam dan Mazdakisme.
133
Adapun tokoh-tokohnya 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Murtadla al-Asykari, menyebutkan hadits (palsu) yang menyatakan 
bahwa khalifah tiga sebelum Sayyidina Ali adalah Imam-Imam sesat 
dan pelopor-pelopor yang mengajak ke dalam neraka.
134
 
2. Muhammad Ridla al-Mudzaffar di dalam kitabnya “Aqaid al-
Imamiyah” pada Bab “Aqidatuna fi al-Dakwah ila al-Wahdah al-
Islamiyah”, menyisipkan kalimat Waitadauhu bi Ghashibim li haqiqi.135 
Syi‟ah meyakini bahwa 3 Khalifah sebelum beliau telah merampas atau 
merampok hak beliau). Ibrahim al-Musawiy al-Zanjani.
136
 
3. Muhammad Husein Ali Kasyif al-Ghita dalam “Ashlu al-Syi‟ ahwa 
Ushuliha”, dengan bahasa diplomatis, dia menulis bahwa bila sahabat 
Ali tidak mau berbaiat kepada Khlifah-Khlifah tersebut, maka bisa 
berakibat timbulnyatindakan-tindakan mereka yang membahayakan 
Islam bahkan menjebol Islamdari pondasinya. 
137
 
4. Khumaini, pemimpin revolusi Syiah di Iran dan bukunya “Kasyfu 
Asrar”,dengan bahasanya yang arogan, banyak melalukan kecaman-
kecaman pedas khususnya terhadap sahabat Abu Bakar dan sahabat 
Umar. Misalnya menuduh keduaKhalifah tersebut tidak memperhatikan 
Islam dan Al-Qur‟an, kecuali hanyadengan kepentingan duniawi dan 
kepemimpinan serta mereka telah beranimenambah dan mengurangi Al-
Qur‟an.138 
5. Habib Husein al-Habsyi, dalam bukunya yang berjudul “Sunnah-Syiah 
dalam Ukhuwa Islamiyah”.139 Merupakan sanggahan al-Habsyi 
terhadap ”Dua Wajah Saling Menentang” karya Abu Hasan Ali al-
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3. Pemikiran Syi‟ah tentang Konsep Imamah 
Syiah pada mulanya adalah bukan madzhab akidah, tapi kelompok 
politik yang kemudian dikembangkan menjadi madzhab 
akidah.141Kepemimpinan dalam Islam, antara mazhab Syiah dan 
Mu‟tazilah.memiliki beberapa perbedaan, khususnya dalam hal 
pendefinisian seorang Pemimpin (Imam/Khalifah), syarat seorang 
Pemimpin, tata cara pemilihan seorang pemimpin,sumber legitimasi 
seorang pemimpin, dan lain-lain. Untuk itu, terdapat dua perspektif yang 
bisa diajukan dalam tulisan ini, yaitu teori tentang Imamah yang disusun 
oleh kalangan Syiah Imamiyah (pengikut Syiah Imam dua belas) dan 




Kaum Syi‟ah, peristiwa di Ghadir Khum ketika  Nabi Muhammad 
SAW. Mengadakan perjalanan setelah menunaikan ibadah haji yang 
terakhir (sebelum wafat), dipercaya sebagai pertanda suksesi harus 
dilakukan. Di tempat ini, menurut kaum Syi‟ah, Nabi menunjuk Ali bin 
Abi Thalib sebagai penggantinya, karena Ali adalah menantu dan 
sepupunya. Bagi kaum Syi‟ah tidak masuk akal jika Nabi tidak 
memutuskan siapa yang akan menjadi Pemimpin umat setelah beliau 
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 wafat. Terlalu penting menyerahkan pemilihan pengganti Nabi pada 
individu-individu biasa yang mungkin salah dalam memilih orang untuk 
posisi tersebut. Kaum Syi‟ah menekankan masalah kepribadian, bahwa Ali 
adalah pengganti yang sah karena kapasitas intelektualnya yang hebat dan 
dipandang sebagai orang yang paling dekat dan paling mencintai Nabi. 
143
 
Bagi kaum Syi‟ah, hanya orang yang mempunyai hubungan dekat 
dengan Nabi yang dapat memiliki kualitas pengetahuan dan ketidak 
mungkinan untuk berbuat salah (ishmah) serta memiliki kemampuan untuk 
menegakkan kepemimpinan yang adil secara absolut dan permanen.Kaum 
Syi‟ah berusaha untuk membentuk teori-teori politik mereka atas dasar 
wahyu dan akalnya dengan mengajukan konsep Imamah (kepemimpinan), 
Walayah (kepatuhan), dan Ishmah (ketidak mungkinan salah) bagi Imam. 
Doktrin Syi‟ah ini cenderung menekankan fungsi keagamaan daripada 
Khalifah. Bagi kaum Syi‟ah, kepemimpinan (Imamah) umat Islam pada 
dasarnya merupakan legitimasi ketuhanan yang ditransmisikan lewat garis 
Nabi, sehingga legitimasi politik harus berasal dari legitimasi keagamaan 
dan ini hanya milik para keturunan Nabi (jalur Ali). Oleh karenanya dalam 
teori politik Syiah dikenal adanya Imamah, Walayah, dan Ismah.
144
 
Persoalan Imamah adalah suatu hal yang prinsip dikalangan aliran 
Syi‟ah. Mereka beranggapan bahwa Ali adalah sahabat yang berhak atas 
jabatan sebagai khalifah menggantikan tugas Nabi Muhammad SAW. 
Namun mereka berbeda pendapat tentang penunjukan Ali sebagai Khalifah 
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 apakah memang melalui wasiat tertulis dari Nabi atau tidak. Menurut 
Syi‟ah Zaidiyah bahwa Nabi tidak mengatakan sebagaimana dikatakan 
oleh Syi‟ah Imamiyah apalagi mewasiatkannya.145 Berikut Hadits Nabi 
yang dikemukakan oleh aliran Syi‟ah untuk menetapkan Ali dan 
keturunannya untuk dijadikan sebagai Khalifah: 
للا ٍلاْه ٔلعف ٍلاْه تٌك يهلاّ يه لاّ نٍِاد اع يه داعّ ٍ  
Artinya: barang siapa yang menganggap aku pemimpinnya maka ali 
juga adalah pemimpinyya. Ya Allah jadilah penolong terhadap orang yang 




Mereka meyakini keshahihan Hadits ini menurut mereka nash ini 
adalah nash yang zahir sebagai wasiat Nabi tentang pengangkatan Ali 
sebagai Khalifah beliau. Hadits lain ialah: 
 يه بسقلات عضْه ٔلازاصف حٌيدولا ٔلا افسصٌه لايل نلسّ َيلع الله لص جسخّ
ّ حجحلا ٓذ يه تلخ حليل جسشع ًٔ اوثل نخ سيدغ َل لاقي حفحجلاخ ماق ديت رخاّ اثيط
الله لْسزاي ٔلتاْلاق نِسفًا يه ييٌهؤولات ٔلّا تسلّا لاقف ةلاط يتا يتا ٔلع  ل اق
ٍلاْه ٔلعف ٍلا ْه تٌك يوف 
 
Artinya: keluar pada suatu malam menuju madinah, kemudian tiba 
disuatu tempat dekan juhpah, khadir ghum, pada malam 18 dzulhijjah. 
Lalu ia berpidato dengan memegang tangan Ali Ibn Abi Thalib sambil 
berkata: saya tidak lebih utama kepada orang-orang mu‟min dari diri 
mereka. Mereka menjawab: ya hai Rasulallah Nabi berkata: barang siapa 




Zaidiyah mengatakan bahwa Nabi hanya menyebutkan sifat-sifat yang 
berhak menggantikannya yaitu bertakwa, alim, zahid, pemberani dan 
pemurah. Ali berhak menduduki jabatan tersebut karena sifat itu ada 
padanya. Imam yang abdhal seperti Ali itu lebih berhak. Tetapi apabila 
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 umat menghendaki Abu Bakar dan Umar dalam pandangan mereka adalah 
imam yang kurang afdhal namun mereka bisa menerimanya. Menurut Zaid 
Ibnu Ali dari sekte Zaidiyah, sifat-sifat yang diisyaratkan Nabi dalam 
wasiatnya bukanlah sifat yang wajib.
148
 
Sifat-sifat tersebut hanyalah bagian dari kesempurnaannya. Namun 
apabila masyarakat sudah sepakat menunjuk seorang imam meskipun sifat 
utama tidak dimiliki oleh Imam maka harus tetap dipatuhi. Inilah salah 
satu penyebab Imam Zaid Ibn Ali dapat menerima Umar dan Abu Bakar 
sebagai Imam yang sah dan tidak pula mengkafirkan salah satu diantara 
keduanya. Karena itu, sekte Zaidiyah berpendapat bahwa pengangkatan 
Imam berdasarkan kesepakatan umat Islam, bukan ketentuan atau wasiat 
langsung dari Nabi Muhammad SAW.
149
 
Sekte Ismailiyah dan Imamiyah tetapberpendirian terhadap apa yang 
menjadi pandangan mereka yaitu kepemimpinan umat Islam berdasarkan 
wasiat dari Nabi Muhammad SAW bukan hanya isyarat sifat-sifat Imam 
saja. Dalam wasiat ini , Nabi secara tegas menyebut langsung nama Ali 
sebagai penerima estafet kepemimpinan umat Islam. Oleh sebab itu 




Zaidiyah berpendapat bahwa seorang Imam tidaklah bersifat Ma‟sum 
(terbebas dari dosa dan kesalahan). Imam seperti halnya manusia lainnya, 
mungkin saja berbuat salah dan dosa. Sedangkan sekte Ismailiyah dan 
                                                             
148
 Muhammad Iqbal, Op Cit,h. 132 
149
Ibid, h. 135 
150
Muhammad Iqbal, Log Cit, h. 135 
 Imamiah beranggapan bahwa Imam haruslah Ma‟sum. Hanya saja kedua 
sekte ini berbeda tentang masalah Ma‟sum. Menurut Ismailiyah Imam 
bersifat Ma‟sum dalam arti bahwa perbuatannya tidak mungkin salah. 
Kalau dalam penilaian orang awam seorang Imam yang melakukan 
perbuatan dosa bagi Imam bukanlah suatu hal yang berdosa. Dalam 
pandangan mereka tersirat dan ada pula yang tersurat. Makna yang tersurat 
disampaikan oleh Nabi secara umum. Namun yang tersirat disampaikan 
oleh Nabi secara khusus yaitu Imam Ali bin Abi Thalib dan secara turun 
temurun kepada Imam-Imam lainnya. Karena itu Imam dalam pandangan 
mereka orang yang mengetahui makna lahir dan batin dalam ajaran Islam 
(Al-Qur‟an dan Al-Hadits) sebagaimana diajarkan oleh Nabi. 151 
Syiah Imamiah berpendapat, kema‟suman seorang Imam berarti 
terpeliharanya Imam dari perbuatan dosa dan kesalahan. Menurut mereka 
sebagai pengganti Nabi, seorang Imam tidak hanya mengatur masyarakat 
secara adil, tetapi harus juga mampu untuk menafsirkan Syari‟at dengan 
pengertian yang tersirat. Untuk itu Imam harus ditunjuk dari langit 
berdasarkan ketetapan nash yang berupa wasiat Nabinya. Oleh karena itu 
masalah Imamah dalam pandangan kalangan Imamiyah, menyatu dengan 
wilayah atau otoritas rohaniah dalam menafsirkan rahasia-rahasia Al-
Qur‟an dan Syariat. Seandainya Imam mereka tidak bersifat Ma‟sum, 
padahal memegang peranan dalam masalah agama, ini berarti mereka 
membolehkan terjadinya kekeliruan dalam masalah agama. Jika yang 
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 diikuti tidak bebas dari kekeliruan dan kesalahan, berarti mereka 
mengikuti Imam yang salah dan menimbulkan kesesatan. Itulah sebabnya 
mengapa kalangan Imamiyah seorang Imam harus terpelihara dari 
kesalahan dan dosa Kecuali sekte Zaidiyah, pengikut-pengikut Syi‟ah juga 
meyakini doktrin keghaiban Imam. 
Menurut sekte Ismai‟liyah, Imam-Imam mereka ada yang tampak dan 
ada yang tersembunyi. Imam-Imam mereka yang tampak berjumlah 7 
orang sedangkan yang tidak mustatir atau ghaib (bersembunyi) adalah 
Muhammad al-Mahdi al-Munthazar. Imam yang kedua belas bersembunyi 
disammara, Irak pada tahun 874 M ketika masih kecil. Dari 
persembunyian inilah Imam Muhammad al-Mahdi membimbing kaum 
Syi‟ah melalui wakil-wakilnya. Barulah pada akhir zaman nanti Imam al-
Mahdi kembali kebumi untuk menegakkan kebenaran, persamaan dan 
keadilan. Inilah yang tetap mereka nanti-nantikan (raj‟ah). Oleh sebab itu 
doktrin raj‟ah dan al-Mahdi sangat berkaitan erat sekali dalam pandangan 
Syi‟ah.152 
Dari pandangan Syi‟ah tentang Imamah ini lahirlah aliran politik lain 
seperti aliran Mu‟tazilah yang gerah karena percaturan politik pada saat itu 
dan memiliki corak pemikiran yang berbeda dengan aliran Syi‟ah dalam 
konsep Imamah, dan akan dibahas oleh peneliti pada kesempatan di bawah 
ini.
153
 Pengertian Imamah dalam madzhab pemikiran Syi‟ah adalah 
kepemimpinan dan Revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim 




 Ibid, h. 137 
 politik lainnya, guna membimbing manusia serta membangun masyarakat 
di atas pondasi yang benar dan kuat, yang bakal mengarahkan menuju 
kesadaran, pertumbuhan dan kemandirian dalam mengambil keputusan 
Kaum Syi‟ah memandang adanya Imamah dalam suatu wilayah sangat 
penting. Karena hal ini menyangkut prinsip agama dan turut menentukan 
status seseorang disebut sebagai pengikut Syi‟ah atau tidak.154 
Kulfur Safawi, Imamah sama artinya dengan beriman kepada kedua 
belas Imam yang suci dan setiap orang harus memuja dan memuliakannya 
dan mengikutinya dan menjadikan mereka sebagai suriteladan dalam 
segenap perilaku individu dan sosial mereka seorang Imam berhak 
menuntut ketaatan dari para pengikutnya kendatipun ia tidak memiliki 
kekuasaan politis. Dalam hal ini terlihat jelas dalam kemampuan seorang 
Imam untuk menginterpretasikan wahyu Ilahi secara otoritatif. Apa yang 
diputuskan para Imam, wakil-wakil yang dapat membangkitkan suatu 
kepercayaan baik dikalangan biasa (awam) maupun elit (alim) Syi‟ah 




Persoalan keimaman menurut Syi‟ah harus bersandarkan kepada 
pokok-pokok dasar agama yaitu iman kepada Allah, keadilan Allah dan 
Nabi-Nya, Iman kepada Rasulullah setelah itu kepada Ali Ra. Iman 
kepadahari kebangkitan dan Iman kepada kedua belas Imam. Kata Imam 
menurut mereka berarti pemimpin dan itu hanya ditujukan kepada kedua 
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 belas Imam saja.
156
 Dari uaian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa 
aliran politik Syi‟ah menganut sistem pemerintahan teokrasi yang 
berdasarkan dalil-dalil nash. 
B. Aliran Politik Mu’tazilah 
1. Lahirnya Aliran Politik Mu‟tazilah 
Perkataan “Mu‟tazilah” berasal dari kata “i‟tazala”, yang berarti 
menyisihkan atau mengasingkan diri. Adapun kaum Mu‟tazilah berarti 
kaum yang menyisihkan atau mengasingkan diri. Kelompok Mu‟tazilah 
pada awalnya merupakan gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang 
gerah terhadap kehidupan politik Umat Islam pada masa pemerintahsn Ali. 
Seperti diketahui, setelah Utsman terbunuh Ali diangkat menjadi Khalifah. 




Zubeir dan Thalhah mengadakan perlawanan dikota Mekkah, 
sementara Aisyah mendukung perlawanan mereka dari kota Mekkah. 
Pemberontakan mereka dapat dipadamkan dan Aisyah dikembalikan ke 
Mekkah. Sementara di Damaskus Mu‟awiyah mengangkat senjat melawan 
Ali. Melihat situasi yang demikian kacau, beberapah sahabat senior Seperti 
Abdullah ibn Umar, Saad ibn Abi Waqas, dan Zaid bin Tsabit bersikap 
netral. Mereka tidak mau terlibat dengan pertentangan kelompok-
kelompok di atas. Sebagai reaksi atas keadaan ini mereka tidak mau 
terlibat dengan pertentangan kelompok-kelompok diatas. Sebagai reaksi 
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 atas keadaan ini mereka sengaja menghindar “i‟tazala” yang 
memperdalam pemahaman agama serta meningkatkan hubungan kepada 
Allah. Ada beberapa pendapat yang mengatakan penamaan kelompok 
Mu‟tazilah, yaitu sebagai berikut: 
Syekh Hasan Basri (meninggal tahun 110 H) seorang ulama Baghdad 
memiliki murid yang bernama Washil bin Atha (meninggal 131 H). Pada 
suatu hari, Imam Hasan al-Bashri mengadakan halaqah dimasjid Bashrah 
dan menerangkan bahwa umat Islam yang telah beriman kepada Allah dan 
Rasulnya, kemudian mengerjakan dosa besar, orang tersebut tetap muslim. 
Hanya saja ia telah berbuat durhaka. Apabila meninggal dunia sebelum 
bertaubat, dia akan masuk neraka terlebih dahulu untuk menerima 
hukuman atas dosa yang telah dilakukannya. Akan tetapi setelah 
menjalankan hukuman tersebut, dia akan dikeluarkan dari neraka dan 
dimasukkan kedalam surga sebagai seorang mukmin dan muslim.
158
 
Washil bin Atha‟ tidak sependapat dengan gurunya. Dia memberontak 
dan mendirikan majlis tersendiri dipojokan masjid Bashrah itu. Sejak 
itulah, Washil bin Atha disebut sebagai orang Mu‟tazilah karena 
mengasingkan diri dari gurunya. Dalam pengasingan diri itu, dia diikuti 
oleh seorang kawannya bernama Ubai bin Ubaeid (Meninggal 145 H).
159
 
Sejarah tidak mencatat secara pasti tanggal, hari, dan bulannya, tetapi 
dapat dipastikan bahwa gerakan Washil ini dimulai pada tahun 120 H, 
yakni ketika ia berusia 40 tahun, dan dia dilahirkan pada tahun 80 H. Jadi, 
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 dapat dikatakan bahwa pemulaan munculnya paham Mu‟tazilah adalah 
pada permulaan abad kedua dengan guru besarnya Washil bin Atha dan 
Umar bin Ubeid pada masa pemerintahan Bani Umaiyah. (tahun 100 H- 
125 H).  
Penulisan lain mengatakan bahwa kaum Mu‟tazilah adalah kaum yang 
mengasingkan diri dari keduniaan. Mereka memakai pakaian yang jelek-
jelek, memakai kain-kain yang kasar, tidak mewah bahkan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup pun, mereka meminta-minta (Darawisy). 
Pendapat ini pun sangat lemah karena pada kenyataanya, banyak kaum 
Mu‟tazilah yang gagah-gagah, memiliki rumah mewah, menggunakan 
kendaraan mewah, sesuai kedudukan mereka dihadapan para Khalifah.
160
 
Ahmad Amin, pengarang buku “Fajrul Islam” tidak menerima semua 
itu. Persoalan kaum Mu‟tazilah bukan hanya mengasingkan diri dari majlis 
guru atau majlis masyarakat atau tidak sekedar suka memakai pakaian 
mewah. Akan tetapi, lebih jauh dari itu, mereka memiliki pemahaman dan 
keyakinan yang asing dari pemahaman mayoritas umat Islam. Pendapat ini 
sepertinya mendekati kebenaran karena dari dulu sampai sekarang fatwa-
fatwa kaum Mu‟tazilah tampak aneh dan berbeda dari paham Nabi 
Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dari sini dapat dipahami bahwa 
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 2. Sekte-Sekte Mu‟tazilah dan Tokoh-Tokohnya 
Mu‟tazilah merupakan sebuah aliran Teologi, Mu‟tazilah tumbuh dan 
berkembang serta mendapat kematangan pemikirannya seiring banyaknya 
penganut dan tokoh-tokohnya. Menurut al-Syahrastani.
162
 Aliran 
Mu‟tazilah secara garis besar terbagi menjadi 12 aliran, antara lain: 
Pertama, aliran Washiliyah, pengikut Abu Huzifah Washil bin Atha. 
Aliran Washiliyah ini adalah Mu‟tazilah paling awal dipimpin oleh Washil 
bin Atha (pemuka dan yang tertua dalam Mu‟tazilah). Aliran ini tumbuh 
pada masa Khalifah Abd al-Malik bin Marwan dan Hisyam bin Abd al-
Malik. Ada empat pokok ajaran yang dipegang aliran ini, yaitu nafy al-
sifat, keadilan Tuhan, Manzilah Bain al-Manzilatain, dan pendapatnya 
tentang kasus perang sifin dan perang Jamal bahwa salah satunya 
kelompok yang bersalah (kelompok fasiq).
163
 
Kedua al-Hujailiyah. Pengikut Abu Huzail Hamdan al-Huzail al-
„Allaf. Abu al-Muzail adalah Syaikh al-Mu‟tazilah (kampiun Mu‟tazilah). 
Tokoh ini adalah tokoh yang intlek dikalangan Mu‟tazilah, karena ia 
dipandang sebagai tokoh yang memodifikasi ajaran-ajaran Mu‟tazilah. 
Ajaran lain yang dikembangkan Abu Huzail manusia dengan akalnya 
dapat dan wajib mengetahui Tuhan. Manusia yang lalai untuk mengetahui 
Tuhan maka ia wajib diberi balasan (berupa siksa). Kemudian juga 
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 manusia wajib mengetahui baik dan buruk, dan karenanya manusia wajib 
berbuat baik,berkata jujur dan tidak berbuat dzolim.
164
 
Ketiga, Al-Nazzamiyyah. Pengikut Ibrahim bin sayar bin Hani‟ an-
Nazzam. Di tangan Ibrahim bin Sayar bin Hani‟an an-Nazzam ajaran-
ajaran Mu‟tazilah dan pemikiran-pemikiran filsafat masuk kedalam ajaran-
ajaran Mu‟tazilah, sehingga pada fase ini banyak pemikiran-pemikiran 
kalam yang bersinergi dengan filsafat.
165
 
Keempat, Khabitiyyah wa al-Haditsiyyah. Yaitu pengikut Ahmad bin 
Khabit dan al-Fahl al-Haditsi. Aliran ini juga banyak mengadopsi 




Kelima, Al-Bisryiiyyah, pengikut Bisyri al-Mu‟tamir. Bisyr bin al-
Mu‟tamir adalah seorang tokoh dari kalangan Mu‟tazilah yang diklaim 
sebagai tokoh yang paling utama (min afdhali ulama al-Mu‟tazilah).167 
Keenam, al-Mu‟amariyyah, pengikut Muamar bin abad al-Salami. Ia 
adalah seorang tokoh aliran Mu‟tazilah yang serius dalam memahami 
konsep al-Nafi al-Qadar min Allah.
168
 
Ketujuh, Al-Mardariyyah, pengikut Isa bin Subaih al-Mardar, wafat 
pada tahun  226 H. Ia adalah Murid Bisyri al-Mu‟tamir. Al-Mardar adalah 
seorang tokoh Mu‟tazilah yang dikenal dengan kezuhudannya.169 
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 Kedelapan, al-Tsumamiyyah, pengikut Tsumamiyyah bin Asyrar al-
Namiri.  Tsumah bin Asyrar al-Namiri Wafat pada 213 H. Seorang tokoh 




Kesembilan, Al-Hisyamiyyah, pengikut Hisyam bin Amr al-Fuwaiti 
(w. 226 H). Seorang tokoh Mu‟tazilah yang panati memegang ajaran 
Qodariyyah. 
Kesepuluh, Al-Jahidiyyah, pengikut Amr bin Bahr abu Utsman al-
Jahiz. Seorang tokoh Mu‟tazilah yang dikenal sebagai subur dalam 
tulisannya. 
Kesebelas, Al-Khayyathiyyah wa al-Ka‟biyyah, pengikut Abu al-
Husain bin Abi Amr al-Khayyat dan Abu Qashim al-Muhammad al-
Ka‟bi.171 
Kedua belas, Al-Jubaiyyah wa al-Basyamiyyah, pengikut Abu 
Muhammad bin Abd al-Wahab al-Jubbaidan anaknya bernama Abu 
Hasyim al-Salam, dipandang sebagai tokoh aliran Mu‟tazilah yang penuh 
kontroversial sehingga menyebabkan keterpurukan dari kalangan aliran 
Mu‟tazilah.172 
3. Pemikiran Mu‟tazilah tentang Konsep Imamah 
Kelompok Mu‟tazilah merupakan sebuah aliran teologi rasional. Akan 
tetapi sesuai dengan situasi dan perkembangan saat itu, pemikiran-
pemikiran Mu‟tazilah merambah ke lapangan Siyasah. Beberapa kelompok 
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 Mu‟tazilah juga berbicara tentang Khilafah, dengan basis pada teologi 
rasional mereka. Di antaranya adalah al-Qadhi Abd al-Jabbar. Pemikiran 
politiknya dapat dipandang sebagai representasi sikap dan pandangan 
Mu‟tazilah secara umum.173 
Abdullah al-Jabbar juga berpandangan bahwa pembentukan lembaga 
Khilafah bukanlah kewajiban yang berdasarkan syar‟i, melainkan dengan 
akal pertimbangan semata. Tidak ada nash yang secara tegas memerintah 
umat Isam untuk membentuk Negara. Jadi akallah yang menjadi ukuran 
untuk menentukan pembentukan lembaga Khilafah. Tapi, meskipun 
pendapat ini sam dengan Khawarij yang berpikir tentang masalah ini 
secara sederhana, Mu‟tazilah memberikan argumen secara filosofis dan 
teologis.
174
 Dengan adanya Negara maka manusia dapat mengatur 
kehidupannya sesuai dengan kebaikan dan kemaslahatan mereka. Ini 
makna bahwa kewajiban mendirikan Negara atau pemerintahan tidak 
berdasarkan pada perintah syar‟i tetapi pada pertimbangan akal.175 
Meskipun berdasarkan akal, kalau umat Islam sudah membentuk Negara 
atau pemerintahan, maka adalah kewajiban bagi umat Islam untuk 
mematuhi dan melaksanakan segala konsekuensinya. Kekuatan hukum 
yang ditetapkan akal sama dengan yang didasarkan pada Al-Qur‟an dan 
Hadits. Sebab akal adalah nikmat Allah yang paling berharga kepada 
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 manusia danini harus disyukuri. Dalam hal ini termasuk menyatakan dan 
menetapkan pentingnya pemerintahan dan kepemimpinan umat Islam.
176
 
Sesuai dengan pandangannya tentang pertimbangan akal untuk 
membentuk pemerintahan, Abd al-Jabbar menempatkan kepala Negara 
pada posisi yang samadengan umat Islam lainnya. Menurutnya, kepala 
Negara bukanlah sosok yang luar biasa sebagaimana pandangan kelompok 
Syi‟ah  yang mengultuskan imam mereka dan pendapat Sunni yang lebih 
mengutamakan suku Quraisy untuk mendudukinya. Kepala Negara adalah 
orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting untuk 
mengurus kepentingan umat Islam. Meskipun kepala Negara menduduki 
posisi sebagai pemimpin politik dan spritual umat Islam, ia tidak memiliki 
sifat-sifat Ma‟sum sebagaimana pandangan Syi‟ah.177 
Karenanya, kalangan  mana dan siapaun boleh menjadi kepala Negara, 
asalkan ia mampu untuk melaksanakannya. Kepala Negara ditentukan 
berdasarkan pemilihan umat Islam sendiri. Merekalah yang paling tau 
tentang keadaan mereka dan hal-hal yang akan mereka pilih. Namun 
demikian Abd al-Jabbar mensyaratkan kepala Negara yang akan dipilih 
harus: 
1. Merdeka. Syarat ini ditentu diungkapkannya secara eksplisit karena 
perbudakan belum sepenuhnya terhapus pada saat itu. 
2. Mempunyai kedaulatan akal dan nalar yang sehat dan lebih dari yang 
lainnya. Sebagai p-emikir rasional,tentu Abd al-Jabbar (dan Mu‟tazilah 
umumnya) mengutamakan jabatan kepala Negara dipegang oleh orang-
orang cerdas akalnya, sehingga ia bisa menjalankan kekuasaannya 
dengan baik sesuai dengan syari‟at. 
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 3. Menganut doktrin al-adl wa al-tauhid, sebagaimana ajaran Mu‟tazilah. 
Dalam syarat ini terlihat bahwa mereka ingin mengembangkan ajaran 
teologis mereka. 
4. Bersifat wara‟. Syarat ini penting agar kepala Negara tidak bertindak 
menyalahi wewenang dan kekuasaan. Di samping itu sikap wara‟ ini 
bisa menjadi rem baginya agar tidak memperturutkan hawa nafsu dan 
mabuk dalam kekuasaannya. Dengan demikian segala kebijakan dan 
keputusan politiknya diarahkan semata-mata untuk kepentingan umat 
Islam bukan untuk pribadi dan golongannya saja. Dengan sifat-sifat ini 





Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi keseluruhannya oleh 
seorang calon kepala Negara. Tentang bagaimana kepala Negara dipilih, 
Abd al-Jabbar berpendapat bahwa iadipilih berdasarkan musyawarah. 
Sudirman M.Johan mengemukakan beberapa cara dalam pandangan 
Mu‟tazilah untuk memilih kepala Negara: 
Pertama, pengangkatan sejumlah orang yang diakui dalam 
masyarakat. Jumlah mereka harus ganjil agar memudahkan perhitungan 
suara terbanyak dalam pemilihan kepala Negara. 
Kedua, dengan jalan musyawarah yang diikuti oleh orang-orang yang 
memiliki ilmu pengetahuan agama yang dalam dan ilmu politik yang luas. 
Dengan persyaratan ini,mereka dapat menilai kualitas kandidat kepala 
Negara yang pantas dan layak untuk dipilih. Musyawarah ini dapat 
ditempuh dengan mengajukan terlebih dahulu seorang kandidat. Kalau 
sudah disetujui secara aklamasi, maka kandidat tersebut langsung diangkat 
sebagai kepala Negara. Tapi kalau cara ini tidak tercapai, maka bisa 
dilakukan dengan mengajukan beberapa nama agar dipilih oleh anggota 
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 musyawarah. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan terpilih 
sebagai kepala Negara. 
Aliran Mu‟tazilah berpendapat bahwa kita harus meruju‟ kepada 
sistem pemilihan pada masa Abu Bakar yaitu dengan jalan musyawarah 
didaerah Tsaqifah Bani Saidah, berdasarkan pemilihan dari umat Islam. 
Pemikiran ini agak sejalan dengan pemikiran al-Mawardi, seorang tokoh 
pemikir dari kalangan Sunni, yang mengisyarahkan pengangkatan kepala 
negara melalui ahl-al-Ikhtiyar dan Ahl al-Wa al-Aqdi. Namun Abd al-
Jabbar hanya sampai pada tahap pemilihan saja ia tidak secara eksplisit 




Aliran Mu‟tazilah sejak awal sudah mengisyaratkan seorang kepala 
Negara sebagai pribadi yang wara‟, seperti yang dijelaskan oleh peneliti 
diatas. Pada tataran ini agaknya kita harus memberikan apresiasi kepada 
pemikiran Mu‟tazilah yang mengagungkan akalnya.180 Dari uraian di atas 
dapat penulis simpulkan bahwa aliran Mu‟tazilah menganut sistem 
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 BAB IV 
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TENTANG KONSEP IMAMAH 
MENURUT ALIRAN POLITIK SYI’AH DAN MU’TAZILAH 
A. Pemikiran Aliran Politik Syi’ah dan Aliran Politik Mu’tazilah tentang 
Konsep Imamah. 
1. Pemikiran Aliran Politik Syi‟ah tentang Imamah. 
Imamah menurut aliran politik Syiah adalah pengganti Nabi, dan 
menganggap utusan Allah setelah Nabi. Dan para Imam-Iman yang 
diyakini menurut Syiah ada 12 Imam: (1). Ali bin abi Thalib, (2). 
Hasan bin Ali, (3). Husein bin Ali, (4). Abu Muhammad Ali bin 
Husein (Zainal Abidin), (5). Abu Ja‟far Muhammad bin Ali (al-Baqir), 
(6). Abu Abdullah Ja‟far bin Muhammad (as-Shadiq), (7). Abu 
Ibrahim Musa bin Muhammad (al-Kaadim), (8). Abu Husein Ali bin 
Musa (ar-Ridaa), (9). Abu Ja‟far Muhammad bin Ali (al-Jawad), (10). 
Abu Hasan Ali bin Muhammad (al-Hadi), (11). Abu Muhammad 
Hasan bin Ali (al-Asykari), (12). Abu al-Qosim Muhammad bin Hasan 
(al-Mahdi). 
Seorang Imam berhak menuntut ketaatan dari para pengikutnya 
kendatipun ia tidak memiliki kekuasaan politis. Dalam hal ini terlihat 
jelas dalam kemampuan seorang imam untuk menginterpretasikan 
wahyu Ilahi secara otoritatif. Apa yang diputuskan para imam, wakil-
wakil yang dapat membangkitkan suatu kepercayaan baik dikalangan 
 biasa (awam) maupun elit (alim) Syi‟ah untuk mencapai otoritatif 
dalam kosmologi mereka yaitu sistem keagamaan mereka. 
Imamah menurut Syi‟ah harus bersandarkan kepada pokok-pokok 
dasar agama yaitu iman kepada Allah, keadilan Allah dan Nabi-Nya, 
Iman kepada Rasulullah setelah itu kepada Ali Ra. Iman kepada hari 
kebangkitan dan iman kepada kedua belas Imam. Kata Imam menurut 
mereka berarti Pemimpin dan itu hanya ditujukan kepada kedua belas 
Imam saja. 
Imamah dalam pandangan kaum Syiah tidak hanya merupakan 
suatu sistem pemerintahan, tetapi juga rancangan Tuhan yang absolut 
dan menjadi dasar syariat, yang kepercayaan kepadanya dianggap 
sebagai penegas keimanan. Nasiruddin at-Thusi sebagaimana dikutip 
oleh Murtadha Muthahhari menggunakan ungkapan ilmiah dan 
mengatakan bahwa Imam adalah luthf (karunia) Allah. Maksudnya 
seperti kenabian dan berada di luar otoritas manusia. Karenanya, Imam 
tak dapat dipilih berdasarkan keputusan manusia. Seperti Nabi SAW, 
Imam ditunjuk berdasarkan ketetapan Allah SWT. Bedanya, Nabi 
berhubungan langsung dengan Allah SWT, sedangkan Imam diangkat 
oleh Nabi saw setelah mendapat perintah dari Allah Swt. 
Al-Imamah dalam madzhab pemikiran Syi‟ah adalah 
kepemimpinan progresifdan revolusioner yang bertentangan dengan 
rezim-rezim politik lainnya,guna membimbing manusia serta 
membangun masyarakat diatas pondasi yang benar dan kuat, yang 
 bakal mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan dan kemandirian 
dalam mengambil keputusan. 
Imam menurut Syi‟ah harus bersendikan kepada pokok-pokok 
dasar agama yaitu kepada rukun iman yaitu ke-Esaan Allah, keadilan 
Allah dan rasul-nya, keimana kepada Rasulullah setelah itu kepada Ali 
Ra. Iman kepada hari kebangkitan dan keimanan kepada dua belas 
Imam. Kata Imam menurut mereka berarti Pemimpin dan itu hanya 
ditujukan kepada dua belas Imam saja.  
2. Pemikiran Aliran Politik Mu‟tazilah tentang Imamah. 
Mu‟tazilah merupakan salah satu aliran tertua, bersamaan dengan 
aliran Syi‟ah, Khawarij, dan Murjiah. Pada awalnya Mu‟tazilah 
merupakan aliran keagamaan yang tidak mencampuri urusan politik, 
tetapi dengan segera mengambil bagian untuk terjun ke dalam kancah 
politik Islam. Mereka mendiskusikan kepemimpinan umat Islam 
(Imamah) dan syarat sebagai seorang Pemimpin (Imam) berdasarkan 
atas persamaan di antara seluruh umat Islam. 
Mu‟tazilah sepakat dengan Khawarij dalam penetapan bahwa 
Imam (kepemimpinan) bisa berlaku bagi kaum Quraysi. Seperti 
halnya bisa berlaku bagi umat Islam lainnya. Mereka juga sepakat 
bahwa hal ini tidak perlu untuk menunjukkan seorang Pemimpin 
untuk seluruh umat muslim. Hal ini bisa dipahami dari doktrin 
Khawarij bahwa kedaulatan hanya milik Allah sendiri, begitulah 
ditegaskan dalam Al-Qur‟an. 
 Konsepsi politik Mu‟tazilah pada umumnya menegaskan bahwa 
Imamah atau kepemimpinan Negara itu merupakan pilihan rakyat. 
Menurut mereka hal itu karena Allah tidak memberikan penegasan 
tentang siapa yang harus memimpin umat sepeninggalan Nabi 
Muhammad SAW dan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.Al-
Hujurat: 13. Oleh karena itu, hak untuk menjadi Khalifah tidak 
merupakan hak yang istimewa bagi suatu keluarga atau suku tertentu. 
Petunjuk Qur‟an tersebut diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW 
kepada manusia untuk taat kepada perintah Pemimpin meskipun ia 
seorang budak berkulit hitam dari Afrika. 
Bagi Mu‟tazilah hak untuk memilih kepala Negara itu berada 
ditangan rakyat yang kemudian mengangkatnya untuk melaksanakan 
hukum tanpa memandang suku Qurays atau bukan sepanjang 
beragama Islam, mukmin dan adil,serta tidak pula mempertimbangkan 
suku. Prinsip ini pula dianut oleh aliran Syi‟ah Zaidiyah dan sebagian 
besar dari golongan Khawarij bahwa pengangkatan Imam atau 
Pemimpin bukanlah kewajiban agama. Namun, bagi Mu‟tazilah 
pengangkatan Imam atau Pemimpin Negara itu tidak lagi wajib jika 
keadilan sudah betul-betul merata pada seluruh rakyat serta tidak ada 
lagi ancaman terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan rakyat oleh 
orang-orang fasiq. 
 
 B. Persamaan dan Perbedaan antara Aliran Politik Syi’ah dan 
Mu’tazilah tentang Konsep Imamah. 
Mekanisme pengangkatan Pemimpin dalam Islam tidak dijelaskan 
secara tegas. Bahkan Rasulallah SAW sampai akhir hayatnya tidak 
memberikan gambaran sosok pengganti beliau. Oleh karena tidak ada 
mekanisme yang mengatur secara jelas mengenai konsep kepemimpinan 
dalam Islam atau yang disebut dengan Imamah maka muncullah beberapa 
aliran. Termasuk di dalamnya Syiah dan Mu‟tazilah. 
 Mengenai konsep Imamah, aliran politik Syiah dan Mu‟tazilah memiliki 
beberapa persamaan diantaranya : 
1. Tidak dijelaskannya secara tegas mengenai jangka waktu jabatan 
seorang pemimpin. 
2. Terdapat persamaan dalam menentukan syarat yang harus dipenuhi bagi 
seorang calon pemimpin seperti: agama Islam, laki-laki, baliqh, serta 
berilmu. 
3. Terkhusus bagi Syiah Zaidiyah setiap orang memiliki hak untuk 
menjadi pemimpin selagi berdasarkan pilihan umat, sama halnya 
dengan pendapat aliran Mu‟tazilah. 
 
Selain beberapa persamaan di atas terdapat pula perbedaan Syi‟ah dan 
Mu‟tazilah mengenai konsep Imamah, yaitu: 
1. Aliran Syi‟ah menganut sistem pemerintahan teokrasi sedangkan aliran 
Mu‟tazilah menganut sistem pemerintahan demokrasi. 
2. Mengenai definisi Imamah menurut Syiah Imamah merupakan 
pengganti kenabian bahkan mereka mengklaim bahwa Zibril salah 
dalam menyampaikan wahyu. sedangkan menurut Mu‟tazilah Imamah 
merupakan konsep kepemimpinan biasa. 
3. Menurut Syi‟ah Imamah merupakan suatu hal yang wajib ada, 
sedangkan menurut mu‟tazilah bukanlah suatu hal yang wajib, selagi 
masyarakat mampu untuk belaku adil, tolong menolong, saling bantu 
membantu dalam berbuat kebajikan, maka umat tidak memerlukan 
kehadiran seorang Imam. 
 4. Menurut Syi‟ah Imamah yang sah adalah Ali dan keturunannya, 
sedangkan aliran Mu‟tazilah memperbolehkan siapa saja asalkan 
mampu untuk berlaku adil. 
Konsep Imamah merupakan awal dari penyebab perpecahan umat 
Islam, sebab Nabi Muhammad Saw tidak menjelaskan secara tegas 
mengenai konsep tersebut. Di samping itu setiap aliran mempunyai sudut 
pandang yang berbeda mengenai konsep Imamah.Aliran politik Syi‟ah 
lebih condong ke arah teokrasi.Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 
diberlakukannya dalil-dalil nash dalam menerapkan konsep Imamah. 
Syi‟ah memandang bahwa Imamah merupakan salah satu diantara aqidah-
aqidah mereka. 
Imamah menurut aliran Syi‟ah seperti kenabian dan menganggap 
utusan Allah yang sesungguhnya ialah Ali bin Abi Thalib bukanlah 
Muhammad SAW.Aliran Mu‟tazilah lebih mengarah ke sistem 
pemerintahan demokrasi. Dalam sudut pandang Mu‟tazilah setiap manusia 
memiliki hak untuk menjadi pemimpin asalkan ia mampu untuk berlaku 
adil. Pada mulanya aliran ini tidak begitu serius dalam menanggapi konsep 
Imamah. Namun sesuai dengan perkembangan saat itu pemikiran-
pemikiran Mu‟tazilah merambah ke lapangan Siyasah.Penjelasan di atas 
memberikan gambaran bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh aliran 
Syi‟ah dan Mu‟tazilah sama sekali berbeda. Syi‟ah menganut sistem 
pemerintahan teokrasi sedangkan aliran Mu‟tazilah menganut sistem 
pemerintahan yang demokrasi. 
 Aliran Mu‟tazilah memandang bahwa Imamah harus sesuai dengan akal 
untuk membentuk suatu Pemerintahan, dan juga menempatkan kepala 
Negara pada posisi yang sama dengan rakyat dan umat Islam lainnya. Hal 















 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan. 
1. Pemikiran Aliran Politik Islam antara Aliran Syi’ah dan Mu’tazilah 
Tentang Konsep Imamah 
a. Konsep Imamah menurut Aliran Syi‟ah. 
Konsep Imamah menurut aliran Syi‟ah, Imamah merupakan salah 
satu diantara aqidah-aqidah mereka. Imamah menurut Syi‟ah seperti 
kenabian dan menganggap utusan Allah setelah Nabi Muhammad SAW 
kecuali Syi‟ah Zaidiyah. Mengenai sistem pemilihannya yaitu harus 
berdasarkan pada petunjuk Allah dan Rasulnya (Hadits Ghadir Ghum). 
b. Konsep Imamah menurut Aliran Mu‟tazilah. 
Aliran Mu‟tazilah, memiliki pandangan bahwa Imamah itu 
bukanlah suatu hal yang wajib berdasarkan dalil syar‟i melainkan harus 
berdasarkan pada pertimbangan akal. Mengenai sistem pemilihan 
Pemimpin harus  berdasarkan pada pilihan rakyat. 
2. Persamaan dan Perbedaan antara Aliran Syi’ah dan Mu’tazilah. 
a. Persamaan antara Syi‟ah dan Mu‟tazilahTidak dijelaskannya secara 
tegas mengenai jangka waktu jabatan seorang Pemimpin. 
b. Terdapat persamaan disebagian menentukan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi bagi seorang calon pemimpin seperti: agama Islam, laki-laki, 
baliqh, serta berilmu. 
 c. Terkhusus bagi Syiah Zaidiyah setiap orang memiliki hak untuk 
menjadi Pemimpin selagi berdasarkan pilihan umat, sama halnya 
dengan pendapat aliran Mu‟tazilah. 
Perbedaan antara Aliran Syiah dan Mu‟tazilah. 
1. Aliran Syi‟ah menganut sistem pemerintahan teokrasi sedangkan aliran 
Mu‟tazilah menganut sistem pemerintahan demokrasi. 
2. Mengenai definisi imamah menurut Syiah imamah merupakan 
pengganti kenabian bahkan mereka mengklaim bahwa Zibril salah 
dalam menyampaikan wahyu. sedangkan menurut Mu‟tazilah imamah 
merupakan konsep kepemimpinan biasa. 
3. Menurut Syi‟ah Imamah merupakan suatu hal yang wajib ada, 
sedangkan menurut Mu‟tazilah bukanlah suatu hal yang wajib, selagi 
masyarakat mampu untuk belaku adil, tolong menolong, saling bantu 
membantu dalam berbuat kebajikan, maka umat tidak memerlukan 
kehadiran seorang imam. 
4. Menurut Syi‟ah Imamah yang sah adalah Ali dan keturunannya, 
sedangkan aliran Mu‟tazilah memperbolehkan siapa saja asalkan 
mampu untuk berlaku adil. 
5. Syi‟ah menempatkan Imamah dalam rukun-rukun Agamanya 





 3. Studi Komparatif antara Aliran Syi’ah dan Mu’tazilah dalam 
menentukan Aliran  mana yang lebih bersifat Demokrasi. 
Aliran politik Syi‟ah lebih condong ke arah teokrasi. Hal tersebut 
dapat dibuktikan dengan diberlakukannya dalil-dalil nash dalam 
menerapkan konsep imamah. Syi‟ah memandang bahwa Imamah 
merupakan salah satu diantara aqidah-aqidah mereka. Imamah menurut 
aliran Syi‟ah seperti kenabian dan menganggap utusan Allah yang 
sesungguhnya ialah Ali bin Abi Thalib bukanlah Muhammad SAW. 
Aliran Mu‟tazilah lebih mengarah ke sistem pemerintahan demokrasi. 
Hal ini dapat dibuktikan dengan diberlakukannya akal dalam menerapkan 
konsep Imamah jadi akallah yang berhak menentukan siapakah yang akan 
menjadi Pemimpin. Dalam sudut pandang Mu‟tazilah setiap manusia 
memiliki hak untuk menjadi Pemimpin asalkan ia mampu untuk berlaku 
adil.  
4. Saran. 
Dengan selesainya penelitian yang telah penulis lakukan mengenai 
“Pemikiran Aliran Politik Islam antara Syi‟ah dan Mu‟tazilah tentang 
Konsep Imamah”. penulis dapat memberikan beberapa saran: 
a. Harus peduli dengan politik. 
b. Jangan menjadikan politik sebagai alat untuk meraih keuntungan 
individu atau kelompok. 
 c. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Walaupun berbeda pemikiran 
atau pandangan, baik politik, agama ataupun suku, Karena perbedaan 
merupakan sebuah rahmat dari Allah Swt. 
d. Menggali pemikiran politik Islam lainnya untuk mengambil sisi 
positifnya serta membuang sisi buruknya. 
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